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ABSTRAK 
Adi Tri Nugroho, 2008. PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI 
SUKOHARJO DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK PIDANA 
KORUPSI. Fakultas Hukum UNS. 
 
 Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peranan Intelijen Kejaksaan 
Negeri Sukoharjo dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi, untuk 
mengetahui hambatan-hambatan dari Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo  
dalam peranannya untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi serta untuk 
mengetahui cara yang ditempuh oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo dalam 
mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam peranannya terhadap 
pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi. 
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat 
deskriptif. Lokasi Penelitian di Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Data penelitian ini 
meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama dalam 
penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung data 
primer. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara 
dan penelitian kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-
undangan, arsip, dokumen dan lain-lain. Analisis data menggunakan analisis data 
kualitatif dengan model interaktif. 
 Bahwa fungsi Sub Seksi Intelijen (Intel) Kejaksaan Negeri Sukoharjo, 
penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis dibidang intelijen, penegakan hukum 
baik preventif maupun represif, seksi Intilejen mempunyai tugas melakukan 
kegiatan intelijen yustisial dibidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial 
budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan 
hukum dan keadilan. 
 Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No.Kep-552/A/JA/10/2002, 
Subseksi Intelijen di Kejaksaan Negeri Sukoharjo, memiliki tugas, Pengamanan 
Ideologi Politik; Pengawasan Media Massa dan Barang Cetakan; Pengawasan 
Orang Asing dan Cegah Tangkal; Ketentraman dan Ketertiban Umum; 
Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan; Pengaman 
Investasi dan Produksi, Pengamanan Sumber Daya; Pengamanan Ekonomi dan 
Moneter, Pengamanan Distribusi dan Perdagangan, dan Produksi dan Sarana 
Intelijen. 
Adapun hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanaan 
penyelidikan tersebut adalah hambatan dalam aspek yuridis yaitu modus operandi 
yang dilakukan pelaku cangih dan penjatuhan hukuman terlalu ringan, hambatan 
yuridis juga banyak ditemukan dalam KUHAP. Disamping itu juga terdapat 
hambatan dalam Aspek Non Yuridis, yaitu faktor sumber daya manusia, faktor 
kepemimpinan, faktor terbatasnya alokasi dana. 
Cara-cara untuk mengatasi hambatan dalam aspek yuridis yaitu 
menempatkan KUHAP sebagai lex generalis dimana sebagai Hukum Acara 
Pidana Nasional. Sedangkan untuk mengatasi hambatan dalam aspek non yuridis 
yaitu dengan Pola Rekrutmen karyawan yang ada harus transparan, sistem mutasi 
dan rolling jabatan harus benar-benar memperhatikan prinsip keadilan dan 
kualitas SDM, Sistem pelatihan Intelijen Kejaksaan harus lebih ditingkatkan. 
Serta pemerintah meninjau ulang struktur tunjangan yang ada di lingkungan 
Kejaksaan.     
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KATA PENGANTAR 
 
 Segala puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, Dzat Yang Maha 
Kuasa, Maha Pengasih dan Penyayang, atas segala limpahan rizki dan karunia-
Nya kepada penulis serta tidak lupa shalawat dan salam semoga selalu tercurah 
kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga Penulis dapat 
menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul ”PERANAN INTELIJEN 
KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN 
TINDAK PIDANA KORUPSI ”.  
  
 Penulisan hukum ini membahas apa yang menjadi peranan dari Intelijen 
Kejaksaan Negeri Sukoharjo dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi 
serta apa yang menjadi hambatan-hambatan dari Intelijen Kejaksaan Negeri 
Sukoharjo dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi serta cara yang 
ditempuh oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk mengatasi hambatan-
hambatan yang muncul dalam perananya terhadap pengungkapan dugaan tindak 
pidana korupsi. Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo berdasarkan pada 
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia 
dan Keputusan Jaksa Agung Nomor : 552/A/JA/10/2002 Tentang Administrasi 
Intelijen Yustisial.  
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Hukum UNS yang telah memberikan dukungan kepada para mahasiswa. 
3. Bapak Ismunarno, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Pidana yang telah 
memberikan bantuan dan ijin kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan 
hukum ini. 
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Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan, 
saran serta arahan untuk menyempurnakan isi penulisan hukum ini. 
5. Ibu Zeni Luthfiyah, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing Akademik yang telah 
memberikan nasehat dan dukungan kepada Penulis selama perkuliahan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, Pasal 1 
ayat 1 dan 3 telah dijelaskan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah 
negara kesatuan yang berbentuk Republik, berdasarkan atas hukum dan bukan 
berdasarkan atas kekuasaan belaka. Negara Indonesia merupakan negara 
hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi 
hak asasi manusia dan menjamin seluruh warga negara bersamaan 
kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. 
 
Dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, 
tujuan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, 
perlu adanya suatu upaya yang dilaksanakan secara terus-menerus dan 
 x 
berkesinambungan dengan tetap memperhatikan setiap aspek yang 
mempengaruhi. Upaya inilah yang disebut dengan pembangunan. 
 
Pembangunan nasional dapat dilihat sebagai upaya bangsa yang 
dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat secara 
berencana, bertahap dan berkelanjutan dalam mengelola seluruh potensi 
sumber daya nasional. Pengelolaan potensi sumber daya nasional tersebut 
mencakup sumber daya alam, potensi sumber daya manusia dan potensi 
sumber daya buatan, yang bertujuan untuk kemakmuran masyarakat sesuai 
dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional itu dapat 
dikualifikasi sebagai upaya bangsa Indonesia untuk memberdayakan potensi 
idiologi, politik, hukum, sosial budaya, sosial ekonomi, pertahanan dan 
keamanan untuk menciptakan kondisi dinamis. 
 
Pelaksanaan pembangunan didalamnya terdapat banyak faktor 
penghambat salah satu faktor penghambat proses pembangunan yang sangat 
mempengaruhi perekonomian dan keuangan negara adalah tindak pidana 
korupsi. Di berbagai belahan dunia pada umumnya dan di Indonesia pada 
khususnya, korupsi selalu mendapatkan perhatian yag lebih dibandingkan 
dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat 
dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi tersebut. 
Dampak yang ditimbulkan dapat berpengaruh dalam berbagai bidang 
kehidupan. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita bangsa menuju 
masyarakat adil dan makmur (Evi Hartanti, 2006:1). 
 
Dalam sejarah kehidupan manusia korupsi mungkin termasuk 
kejahatan tertua. Sejarah korupsi bermula sejak awal manusia mengenal 
organisasi kemasyarakatan, sebagai contoh dalam tingkatan terkecil 
kehidupan manusia korupsi sudah biasa dilakukan. Dalam lingkup organisasi 
kemasyarakatan praktik korupsi sudah dilakukan dengan hal-hal sepele, 
misalnya pemberian uang suap kepada oknum pemerintahan dalam pembuatan 
surat-surat administrasi. Agar birokrasi menjadi lancar para pihak yang 
berkepentingan rela mengeluarkan sejumlah uang demi mempercepat proses 
birokrasi tersebut. Korupsi merupakan gejala kemasyarakatan yang sangat 
komplek dan rumit, seakan mudah dikenali tetapi dalam praktek kehidupan 
1 
 xi
korupsi sulit untuk didekati hukum. Korupsi cenderung bersifat diam-diam 
dan rahasia, selain itu korupsi dilakukan tidak hanya seorang subyek hukum 
melainkan melibatkan banyak orang. Para pelaku tersebut dapat terlibat secara 
langsung sebagai pelaku maupun sebagai subyek yang hanya ikut menikmati 
hasil dari tindak pidana korupsi, diantara mereka saling menutupi dan dengan 
menghilangkan jejak untuk menghindari dari jerat hukum. Korupsi merupakan 
permasalahan yang bersifat universal dan tidak ada satu bangsa pun yang 
terbebas dari masalah korupsi (Ramelan, 2003:2). 
 
Tindak Pidana Korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat 
menyentuh berbagai macam kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi 
negara, perekonomian, keuangan negara dan moral bangsa. Korupsi 
merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya 
penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus 
bebaskannya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana 
yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang 
dilakukannya. Apabila pelaku tindak pidana korupsi tertangkap dan dijatuhi 
vonis oleh majeklis hakim sanksi hukuman pidana tersebut tidak sebanding 
dengan kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi (Evi 
Hartanti, 2006: 2). 
 
Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para 
pelakuya menggunakan peralatan yang canggih serta dilakukan oleh lebih dari 
satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisir (korporasi). Oleh 
karena itu kejahatan ini sering disebut dengan kejahatan kerah putih atau 
disebut white collar crime, bahkan dapat disebut dengan kejahatan luar biasa. 
Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi ditengah krisis 
multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak 
dari kejahatan korupsi, maka tindak pidana korupsi ini dapat dikategorikan 
sebagai permasalahan nasional yang harus segera dihadapi secara sungguh-
sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan 
melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah 
dan aparat penegak hukum (Jaksa Agung Muda Intelijen, 2006:6). 
 
Korupsi di Indonesia terus menujukkan peningkatan dari tahun ke 
tahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari 
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jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian terhadap keuangan negara, 
maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis 
serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehiduapan masyarakat (Evi 
Hartanti , 2006: 2). 
 
Pengungkapan tindak pidana korupsi membutuhkan waktu yang lama, 
karena pelaku tindak pidana korupsi menggunakan cara yang cerdik. Dalam 
melakukan suatu kejahatan tindak pidana korupsi diantara para pelaku saling 
melindungi. Orang lain yang tau telah terjadi suatu tindak pidana korupsi 
tetapi tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi sering melakukan kegiatan 
yang seolah-olah melindungi pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Karena 
alasan mereka yang tidak melakukan tindak pidana korupsi takut tersangkut 
dalam kasus korupsi. Kekhawatiran akan keterlibatannya sebagai tersangka, 
maka mereka akan saling melindungi dan menutupi. Rasa solidaritas antara 
anggota kelompok, rasa malu apabila kelompoknya atau institusi dilanda 
korupsi membuat mereka yang tidak terlibat dalam kasus korupsi berusaha 
untuk melindungi temannya yang terlibat dalam kasus korupsi. Sekalipun 
orang tersebut tidak terlibat senantiasa berupaya untuk melindungi dan 
membela temannya yang dituduh melakukan korupsi (Ramelan, 2003:3). 
 
Upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi salah satunya 
adalah dengan melakukan proses penyelidikan yang merupakan tahap 
persiapan atau permulaan. Untuk itu dalam membantu proses penyelidikan, 
maka dibangun badan Intelijen di setiap negara. Intelijen dalam proses 
penegakan hukum di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu intelijen yang 
dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Intelijen di Lingkup 
Kejaksaan, selain itu ada Intelijen yang dimiliki oleh negara yang mempunyai  
fungsi khusus dalam pertahanan dan keamanan negara  yang dapat digunakan 
untuk melaksanakan politik nasionalnya. Fungsi Intelijen dapat juga 
digunakan untuk menjaga dan mempertahankan kepentingan-kepentingan 
nasionalnya terhadap paksaan atau intervensi dari negara lain, serta ancaman, 
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gangguan, hambatan, dan tantagan (AGHT ) yang datang baik dari dalam 
negara maupun intervensi dari negara lain (Evi Hartanti, 2006 : 3). 
 
Ketahanan nasional adalah agar terciptanya kondisi dinamis dari suatu 
bangsa yang akan memiliki ketangguhan, keuletan, daya tahan dan daya 
tangkal terhadap setiap bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. 
Disinilah arti pentingnya kegiatan intelijen, dalam hal ini salah satunya oleh 
intelijen  kejaksaan yaitu melalui kegiatan penyelidikan untuk dapat 
mengantisipasi, mengidentifikasi, mendeteksi dan memecahkan berbagai 
masalah yang menghadang bangsa. Intelijen juga selalu dihadapkan dengan 
masalah yang serba rahasia, samar-samar atau penuh teka-teki. Intelijen selalu 
bekerja dengan penuh rahasia sehingga intelijen sering disebut dinas rahasia, 
dimana intelijen harus mampu memecahkan masalah yang penuh rahasia dan 
secara rahasia dengan segala resikonya (Jaksa Agung Muda Intelijen, 2006:8). 
 
Untuk dapat melaksanakan kegiatan penyelidikan secara maksimal, 
maka intelijen kejaksaan melalui seksi intelijen yang bertugas melakukan 
mata rantai penyelidikan, yaitu sejak dari perencanaan, kegiatan 
pengumpulan, kegiatan pengolahan hingga kegiatan penggunaan data. Dalam 
hal ini mengumpulkan dan mengelola data serta fakta apabila timbul dugaan 
adanya atau telah terjadi tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi. 
Apabila timbul dugaan telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai 
tindak pidana khusus maka petugas-petugas intelijen kejaksaan melakukan 
kegiatan operasi intelijen yustisial/penyelidikan, guna menentukan apakah 
peristiwa tersebut benar merupakan tindak pidana korupsi atau bukan. Dalam 
hal operasi intelijen yustisial/penyelidikan tersebut dilakukan oleh  intelijen 
kejaksaan, maka setelah terkumpul cukup data dan fakta tentang telah 
terjadinya tindak pidana korupsi dan berdasarkan hasil telaah bidang intelijen 
kejaksaan bahwa terhadap tindak pidana tersebut telah cukup fakta atau terang  
guna dilakukan penyidikan. 
 
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong untuk menulis 
penulisan hukum dengan judul : 
“PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO 
DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI”. 
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B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang dan sebagai pedoman 
agar permasalahan dapat dibahas secara sistematis serta tujuan yang hendak 
dicapai dapat jelas dan tegas, maka penulis merumuskan permasalahan 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo dalam 
pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi ? 
2. Apa yang menjadi hambatan Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo dalam 
pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi? 
3. Bagaimanan cara yang ditempuh oleh Intelijen Kejaksaan Negeri 
Sukoharjo untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam 
peranannya terhadap pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo 
dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi; 
b. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat 
Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo dalam peranannya terhadap 
pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi; 
c. Mengetahui cara-cara yang ditempuh oleh Intelijen Kejaksaan Negeri 
Sukoharjo untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam 
peranannya terhadap pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi. 
 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan 
hukum guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
b. Untuk meningkatkan serta mendalami berbagai materi yang diperoleh 
baik di dalam maupun di luar perkuliahan. 
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c. Untuk menambah cakrawala ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu 
Hukum Pidana yang tentunya bermanfaat bagi penulis. 
D. Manfaat Penelitian 
Dalam suatu penelitian tentunya diharapkan akan memberikan manfaat 
yang berguna, khususnya bagi ilmu pengetahuan bidang penelitian tersebut. 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 
1. Manfaat Teoretis 
a. Dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam 
perkembangan ilmu pengetahuan. 
b. Untuk menambah pengetahuan mengenai Hukum Pidana khususnya 
tentang peranan intelijen dalam pengungkapan dugaan tindak pidana 
korupsi. 
c. Dapat bermanfaat dalam mengadakan penelitian yang sejenis 
berikutnya disamping itu sebagai pedoman penelitian yang lain. 
2. Manfaat Praktis 
a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. 
b. Memberikan manfaat untuk lebih mengembangkan penalaran, 
membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui 
kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh. 
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam proses penyelesaian 
suatu tindak pidana yang diduga sebagai tindak pidana korupsi oleh 
sub seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo.  
 
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan penulisan 
hukum ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dimana 
hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang riil dikaitkan dengan 
variabel-variabel sosial yang lain, yang dikaji sebagai variabel bebas yang 
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menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial. 
Dalam penelitian hukum empiris, peneliti perlu mencari data langsung ke 
lapangan, sehingga tidak cukup hanya dengan mengumpulkan data-data 
sekunder.  
 
2. Sifat Penelitian 
Sifat dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian yang 
bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberi data 
yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala yang 
diteliti (Soerjono Soekanto, 1984 : 10). 
 
3. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini pendekatan yang akan digunakan adalah 
pendekatan kualitatif, yaitu merupakan tata cara penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden 
atau narasumber secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.  
 
4. Lokasi Penelitian 
Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat empiris-deskriptif 
maka lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Sukoharjo yang beralamat di 
Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 1 Sukoharjo. 
 
5. Jenis Data 
Jenis data yang akan dikumpulkan bisa dinyatakan secara jelas 
terutama mengenai kelompoknya. Jenis data ini sangat berkaitan dengan 
arah pemilihan yang tepat mengenai sumber datanya. Penjelasan jenis data 
ini akan menunjukkan tingkat pemahaman peneliti mengenai apa yang 
diperlukan untuk digali dan dianalisis untuk menemukan kesimpulan yang 
tepat (H.B Sutopo, 2002 : 180). 
 
 
 
 
a. Data Primer 
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Data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari 
sumber data untuk tujuan penelitian dan mendapat hasil yang 
sebenarnya pada objek yang diteliti yaitu dari hasil wawancara. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder yaitu data atau fakta yang digunakan oleh 
seseorang secara tidak langsung dan diperoleh melalui bahan-bahan, 
dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, teori-
teori, bahan-bahan kepustakaan, dan sumber-sumber tertulis lainnya 
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.  
 
6. Sumber Data 
Sumber data adalah tempat dimana suatu data atau tempat data 
yang dibutuhkan dalam penelitian ditemukan atau digali sesuai dengan 
jenis data yang akan dipergunakan, maka yang menjadi sumber data dalam 
penelitian ini yaitu : 
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 
Kejaksaan Negeri Sukoharjo maupun dari pihak-pihak lain yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
b. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini 
meliputi: 
1)  Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini    
adalah : 
a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
b) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia. 
c) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan. 
2)  Bahan Hukum Sekunder 
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Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memberikan 
penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, 
karya ilmiah, koran, makalah, majalah, dan internet. 
3)  Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan 
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 
sekunder, yaitu kamus. 
 
7. Teknik  Pengumpulan Data 
Sesuai dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, 
maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah: 
a.  Wawancara mendalam  
Wawancara yang dilakukan dengan cara terbuka, tidak 
berstruktur ketat, tidak dalam suasana formal, dan dapat dilakukan 
berulang pada informan yang sama, teknik ini akan dilakukan pada 
semua informan. Informan dalam penelitian hukum ini adalah: 
1) Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo. 
2) Jaksa Fungsional di lingkup Kejaksaan Negeri Sukoharjo. 
b. Dokumentasi 
Metode dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan 
data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 
berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan 
sebagainya. 
c.  Penelitian Kepustakaan 
 Merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari 
buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian 
terdahulu dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
 
 
8. Teknik Analisis Data 
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 Teknik analisis data dalam penelitian penting agar data-data yang 
sudah terkumpul dapat dianalisis, sehingga dapat menghasilkan jawaban 
untuk memecahkan masalah-masalah yang telah dikemukakan di atas. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan 
interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data 
dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data 
terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan 
dirasakan kurang maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali 
mengumpulkan data lapangan (H.B. Sutopo, 1999 : 8 ). Menurut H.B. 
Sutopo, ketiga komponen tersebut adalah : 
a. Reduksi Data  
Merupakan proses seleksi, penyederhanaan dan abstraksi dari data 
fieldnote. 
b. Penyajian Data  
Merupakan suatu realita organisasi informasi yang memungkinkan 
kesimpulan penelitian dapat dilakukan, sajian data dapat meliputi 
berbagai jenis matrik, gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan 
kegiatan dan tabel. 
c. Kesimpulan atau verifikasi 
Dalam pengumpulan data peneliti harus sudah memahami arti 
berbagai hal yang ditemui, dengan melakukan pencatatan peraturan-
peraturan, pola-pola, pertanyaan, konfigurasi-konfigurasi yang 
mungkin, arahan sebab akibat dan berbagai preposisi kesimpulan 
yang diverifikasi. 
 
 
 
 
Adapun skema teknik analisis kualitatif dengan interaktif model 
adalah sebagai berikut : 
 
Pengumpulan Data 
Reduksi Data 
Penyajian Data 
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Ketiga komponen tersebut (proses analisis interaktif) dimulai 
pada waktu pengumpulan data penelitian, peneliti membuat reduksi 
data dan sajian data. Setelah pengumpulan data selesai, tahap 
selanjutnya peneliti mulai melakukan usaha menarik kesimpulan 
dengan memverifikasikan berdasarkan apa yang terdapat dalam 
sajian data. Aktivitas yang dilakukan dengan siklus antara 
komponen-komponen tersebut akan didapat data yang benar-benar 
mewakili dan sesuai dengan masalah yang diteliti. 
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pembahasan dalam 
penulisan hukum ini, penulis akan membagi penulisan hukum atau skripsi ini 
menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang 
disesuaikan dengan luas pembahasannya. Sistematika dari penulisan hukum 
ini adalah sebagai berikut : 
BAB I   :  PENDAHULUAN 
Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah,  
pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian dan metode penelitian. 
BAB II   :  TINJAUAN PUSTAKA 
   Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kerangka teori dan 
kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori diuraikan mengenai 
tinjauan tentang intelijen, tinjauan tentang kejaksaan, tinjauan 
 xxi
tentang hukum pidana, tinjauan tentang  tindak pidana serta 
tinjauan tentang tindak pidana korupsi. 
BAB III  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
   Dalam bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan 
tentang peranan intelijen kejaksaan negeri sukoharjo dalam 
pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi, serta faktor-faktor 
yang menjadi penghambat intelejen kejaksaan negeri sukoharjo 
dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi dan cara yang 
ditempuh oleh intelijen kejaksaan negeri sukoharjo untuk 
mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam peranannya 
terhadap pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi. 
BAB IV  : PENUTUP 
Dalam bab ini memuat mengenai simpulan dan saran yang 
terkait   dengan permasalahan yang diteliti. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
 
BAB II 
   TINJAUAN PUSTAKA 
  
A. Kerangka Teori 
1.   Tinjauan Tentang Intelijen 
a.   Pengertian Intelijen 
Intelijen berasal dari Bahasa Inggris, yaitu intelligent, 
intelligence. Dalam Kamus Inggris Indonesia, intelligent berarti 
cerdas, pandai, sedangkan intelligence berarti kecerdasan, inteligensi, 
anggota intelijen (John M. Echols dan Hassan Shadily, 1990  : 326). 
Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia intelijen berasal dari kata 
inteligensi yang berarti kecerdasan (W. J. S Poerwadarminta, 1983 : 
384).  
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Secara harfiah atau dalam arti sempit intelijen berasal dari kata 
intelijensia, intelektual atau daya nalar manusia, yaitu bagaimana 
manusia dengan intelijensia atau daya nalarnya berusaha agar dapat 
hidup di tengah-tengah masyarakat yang semakin kompleks, mampu 
memecahkan masalah yang dihadapi, melalui proses belajar dan 
mengajar serta ditempa oleh pengalaman manusia yang panjang 
kemudian intelijensia atau daya nalar manusia itu terus berkembang 
dan manusia berusaha agar kemampuan intelijensia atau daya nalar itu 
di ilmu pengetahuan atau diilmiahkan menjadi kemampuan intelijen 
akhirnya manusia berhasil mengembangkan intelijensia atau daya 
nalar tersebut menjadi ilmu pengetahuan intelijen (Jaksa Agung  Muda 
Intelijen, 2006 : 12). 
 
Dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih serta 
dengan ditunjang oleh dana yang memadai dan dilaksanakan dengan 
manajemen yang handal, ilmu intelijen akan terus berkembang dan 
semakin mantap. Ilmu intelijen sangat diperlukan sebagai salah satu 
alat atau cara yang digunakan oleh manusia dalam pemecahan 
permasalahan. Perkembangan ilmu intelijen dipengaruhi oleh manusia 
dan permasalahan yang ada dimasyarakat, karena dalam kehidupan 
manusia selalu ada masalah, dan manusia cenderung berfikir untuk 
mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut. Manusia berfikir 
untuk mencari, menemukan  solusi pemecahan dari permasalahan yang 
dihadapi. Pada perkembangan masyarakat saat ini, hampir semua 
negara memiliki organisasi atau badan intelijen yang mandiri, 
contohnya dinegara Indonesia memiliki Badan Intelijen Negara yang 
disingkat (BIN) yang tugas dan wewenangnya bersifat mandiri. Tugas 
dan wewenang Badan Intelijen Negara salah satunya menemukan 
informasi adanya dugaan suatu tindak pidana yang dapat mengancam 
stabilitas keamanan negara. Intelijen saat ini hampir menyentuh 
seluruh bidang dan sektor kehidupan masyarakat (Jaksa Agung Muda 
Intelijen, 2006 : 12). 
 
b.  Kemampuan intelijen 
1)  Pengumpulan dan pengolahan data 
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Intelijen memiliki kemampuan mengumpulkan dan mengolah data 
menjadi informasi siap pakai sebagai produk intelijen. 
2)   Analisis 
Intelijen memiliki kemampuan melakukan analisis dengan cara 
mengurai, memisah dan membagi. 
3)   Antisipasi 
Kemampuan antisipasi ke depan dan mengidentifikasi masalah 
yang dihadapi. 
4)   Deteksi dini 
Kemampuan mencari dan menemukan masalah yang dihadapi 
secara dini. 
5)   Melacak 
Kemampuan menjejak, melacak, menelusuri melalui kegiatan 
penyelidikan terbuka dan tertutup. 
6)   Proteksi 
Kemampuan melakukan proteksi melalui kegiatan pengamanan. 
7)   Jejaring 
Kemampuan menebarkan jejaring atau menanam sel melalui 
kegiatan penggalangan atau prakondisi. 
 8)  Perkiraan 
Kemampuan membuat perkiraan, estimasi atau ramalan yang akan 
datang. 
9)   Kemampuan lain 
Kemampuan lainnya sesuai dengan tingkat intelijensia manusia 
atau terpulang pada kemampuan intelijen, kreasi dan inovasi. 
 
c.   Pendekatan Intelijen 
1)   Analisis sasaran 
Kemampuan merumuskan analisis sasaran disingkat ansas, yaitu 
sasaran atau obyek apa yang akan ditangani sehingga tepat sasaran. 
2)   Analisis tugas 
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Kemampuan merumuskan analisis tugas disingkat antug, yaitu 
kegiatan atau tugas apa yang seharusnya dilakukan dengan prinsip 
efisien, efektif dan produktif atau adanya deskripsi tugas yang jelas 
sesuai dengan tanggung jawabnya. 
3)  Target operasi 
Kemampuan merumuskan terget operasi disingkat  TO sebagai 
tujuan. 
 
d.  Teknis Operasional 
Teknis operasional intelijen secara umum dapat dilihat sebagai 
suatu upaya, kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi, 
korporasi atau orang perorangan untuk mencari suatu jawaban yang 
tepat atas persoalan atau masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya 
hakekat intelijen adalah serangkaian kegiatan, tindakan, upaya yang 
dilakukan dalam kaitannya untuk menemukan jawaban atau solusi atas 
suatu permasalahan yang ada berdasarkan tingkat kecerdasan yang 
dimiliki manusia. Kegiatan Intelijen tersebut mencakup pada tiga 
kegiatan yaitu penyelidikan, pengamanan, penggalangan. (Jaksa 
Agung Muda Intelijen, 2006 : 13). 
 
Intelijen menggunakan berbagai cara untuk mencari jawaban 
tersebut. Cara yang digunakan intelijen ialah dengan jalan melakukan 
serangkaian kegiatan mengumpulkan, mencari, menggali dan mencatat 
semua fakta yang ada sesuai dengan keadaan yang terjadi, data yang 
berasal dari nara sumber yang dapat dipercaya kebenarannya, bahan 
keterangan (baket) atau alat-alat bukti yang diperlukan yang dapat 
mendukung upaya pencarian tersebut. Fakta, data, keterangan (baket) 
tersebut harus ada hubungannya dengan persoalan atau masalah yang 
dihadapinya. Dengan berhasil dikumpulkannya fakta, data, bahan, 
keterangan (baket) tersebut, kemudian diolah sesuai kemampuan daya 
pikir manusia (intelijensia), maka data tersebut dapat diproses dan 
dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Suatu perkiraan 
intelijen atau estimasi menghasilkan informasi siap pakai yang akurat 
sebagai produk intelijen yang pada akhirnya siap untuk digunakan 
dalam mengambil keputusan. Hasil akhir dari kegiatan pengumpulan 
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dan pengolahan data atau baket tersebut adalah menyediakan informasi 
siap pakai sebagai produk intelijen (Jaksa Agung Muda Intelijen, 2006 
: 14). 
 
Titik berat intelijen terletak pada kegiatan/aktivitas 
mengumpulkan, menilai dan menganalisis data atau bahan keterangan 
yang masih mentah menjadi informasi siap pakai dan atas dasar 
informasi yang siap pakai tersebut, kemudian membuat perkiraan 
intelijen sebagai bahan masukan untuk mengambil suatu keputusan. 
Titik berat intelijen selain sebagai suatu kegiatan/aktifitas yaitu 
memproduksi informasi siap pakai dan membuat estimasi/perkiraan 
keadaan atau ramalan yang akurat dan mampu menjawab pertanyaan 
apa, siapa, dimana, bila, mengapa, dan bagaimana, hal ini perlu dalam 
pengambilan keputusan. Intelijen dalam pengertian luas itu secara 
anatomi mencakup tiga dimensi makna, yaitu pertama intelijen sebagai 
organisasi; kedua intelijen sebagai kegiatan; ketiga intelijen sebagai 
produk (Jaksa Agung Muda  Intelijen, 2006 : 14). 
 
2. Tinjauan Tentang Kejaksaan 
a.   Pengertian Kejaksaan 
Kekuasaan Kejaksaan diatur dalam Undang-undang Nomor 16 
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2004. Kejaksaan Republik 
Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan 
negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan 
Undang-undang (Pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia). Dalam melaksanakan kekuasaan 
negara dilaksanakan secara merdeka dan kejaksaan adalah bagian yang 
tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan negara tersebut. 
 
Kejaksaan adalah alat kekuasaan dari pemerintah dan dalam 
segala tindakannya ditujukan untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi 
dan martabat serta harkat manusia dan segala hukum. Sebagai alat 
kekuasaan dari pemerintah, Kejaksaan tidak dapat dipisah-pisahkan 
(een en ondeelbaar) sehingga dalam tugas pekerjaan para pejabat 
Kejaksaan diharuskan mengindahkan hubungan hirarkis (hubungan 
atasan dan bawahan) di lingkungan pekerjaan. Untuk memperoleh 
kesatuan garis hirarkis, maka Jaksa Agung adalah penuntut umum 
tertinggi yang bertugas memimpin dan melakukan pengawasan 
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terhadap para jaksa-jaksa di dalam melakukan pekerjaannya 
(Martiman Prodjohamidjojo, 1978 : 8). 
 
Kekuasaan Kejaksaan dilakukan oleh Kejaksaan Agung, 
Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan didalam menyelesaikan suatu 
perkara pidana harus memperhatikan norma-norma keagamaan, 
perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan (Pasal 3 UU Nomor 16 
Tahun 2004). Kejaksaan Negeri sendiri adalah pelaksana kekuasaan 
Kejaksaan pada tingkat pertama yang menangani terjadinya tindak 
pidana. Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota 
yang daerah hukumnya meliputi daerah Kabupaten/Kota. 
 
 
b.  Tugas dan Wewenang Kejaksaan 
Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus 
mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan 
penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus 
dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan 
semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, 
kemudian diperiksa perkaranya lalu ditahan, dan akhirnya apakah 
tuntutannya yang dilakukan oleh jaksa itu sah atau benar dan tidak 
menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat 
dipenuhi. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 menjelaskan tentang tugas dan 
wewenang dari kejaksaan, yaitu : 
1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: 
(a) Melakukan penuntutan. 
(b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
(c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana 
bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas 
bersyarat. 
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(d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu 
berdasarkan Undang-undang. 
(e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat 
melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke 
pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan 
dengan penyidik. 
 
2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan 
kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar 
pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. 
 
3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan 
turut menyelenggarakan kegiatan : 
(a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 
(b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum. 
(c) Pengawasan peredaran barang cetakan. 
(d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan 
masyarakat dan negara. 
(e) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. 
(f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. 
 
   Pasal 31 
Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan 
seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa atau tempat 
lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri 
sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan 
orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. 
 
   Pasal 32  
Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-undang ini, 
Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan 
Undang-undang. 
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Pasal 33 
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina 
hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan 
serta badan negara atau instansi lainnya. 
Pasal 34 
Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum 
kepada instansi pemerintah lainnya. 
3.   Tinjauan Tentang Hukum Pidana 
a. Pengertian Hukum Pidana  
Hukum kepidanaan adalah sistem aturan yang mengatur 
semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk 
dilakukan) oleh semua warga Indonesia tanpa kecuali, didalamnya 
terdapat sanksi yang tegas dan mengikat bagi setiap pelanggar 
peraturan hukum yang berlaku (aturan pidana), serta tata cara atau 
pelaksanaan aturan hukum yang berlaku tersebut yang digunakan 
oleh pihak yang berwenang dalam penegakan aturan hukum yang 
berlaku.  
 
Secara bahasa, istilah hukum pidana merupakan terjemahan 
dari bahasa Belanda ”strafrecht”. Tidak ada batasan baku 
mengenai definisi hukum pidana ini. Lamintang mengatakan 
bahwa kata-kata hukum pidana merupakan kata-kata yang 
mempunyai lebih dari satu pengertian, sehingga pengertian hukum 
pidana dari beberapa ahli memiliki perbedaan (P. A. F Lamintang, 
1997:1). 
 
Soesilo mengatakan bahwa hukum pidana merupakan 
kumpulan dari seluruh peristiwa-peristiwa pidana atau perbuatan-
perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, 
yang apabila dilakukan atau dialphakan, maka orang yang 
melakukan atau mengalphakan tersebut akan mendapat sanksi atau 
hukuman (R. Soesilo, 1977:4). 
 
Moeljatno (2000:1) memberikan suatu pengertian bahwa 
hukum pidana merupakan bagian dari semua keseluruhan hukum 
yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan 
aturan untuk : 
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1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh 
dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau 
sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang 
melanggar larangan tersebut. 
2) Menentukann kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka 
yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan 
atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah dicantumkan. 
3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu 
dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka 
melanggar aturan tersebut. 
 
Pompe (dalam Martiman Prodjohamidjojo, 1977:5), 
mengartikan hukum pidana sebagai seluruh aturan ketentuan 
hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan 
aturan pidananya. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa 
Indonesia (W. J. S. Poerwadarminto, 1983: 889), memberikan arti 
hukum pidana yaitu hukum mengenai perbuatan kejahatan dan 
pelanggaran terhadap penguasa. 
 
b. Sifat Hukum Pidana  
Ditinjau dari sifatnya Hukum Pidana merupakan hukum 
publik, yaitu mengatur hubungan antara individu dalam suatu 
masyarakat hukum, yakni negara atau daerah-daerah didalam 
negara. Sifatnya sebagai hukum publik nampak jelas dari 
kenyataan-kenyataan (P. A. F Lamintang, 1990: 13-14), yaitu : 
1) Bahwa sifatnya yang dapat dihukum dari seseorang yang telah 
melakukan tindak pidana itu tetap ada, walaupun tindakannya 
itu telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari korbannya, 
dan 
2) Bahwa penuntutan menurut hukum pidana itu tidak 
digantungkan pada keinginan dari orang yang telah dirugikan 
oleh suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang lain. 
 
Sifat hukum pidana sebagai hukum publik tidak serta-merta 
melekat begitu saja. Dahulu hukum pidana lebih bersifat privat 
(sipil), karena apabila seseorang melakukan suatu kejahatan 
terhadap orang lain, maka orang atau keluarga ataupun suku 
bangsa orang yang menjadi korban ini diperkenankan membalas 
dendam kepada orang yang telah merugikannya itu. Prinsip yang 
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dipakai adalah ”darah dibalas dengan darah”, sehingga tidak dapat 
dielakan, bahwa pada saat itu banyak terjadi suatu pembunuhan 
besar-besaran diantara suku bangsa yang satu dengan yang lain.  
 
Lambat laun oleh karena diketahui bahwa hal tersebut sangat 
merugikan suku-suku bangsa itu sendiri, maka seiring dengan 
perkembangan terbentuknya organisasi masyarakat berupa negara, 
kepentingan-kepentingan yang dianggap sebagai kepentingan 
bersama harus pula diatur oleh negara. Sehingga apabila terjadi 
pelanggaran terhadap kepentingan perorangan yang merugikan 
kepentigan individu itu sendiri, maka pelanggaran tersebut juga 
merupakan pelanggaran yang merugikan kepentingan masyarakat, 
dan hanya negara-lah yang diberi kekuasaan untuk menuntut dan 
menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang telah berbuat 
pelanggaran-pelanggaran itu. Demikian maka hukum pidana yang 
tadinya bersifat privat (sipil) sekarang menjadi bersifat umum dan 
menjadi hukum publik (R. Soesilo, 1977 : 3-4).     
 
c. Tujuan Hukum Pidana 
Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan 
menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar tercipta dan 
terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh 
berbagai kepentingan dan kebutuhan. Dalam rangka memenuhi 
kebutuhan  dan kepentingan ini, manusia bersikap dan berbuat. 
Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan hak dan kepentingan 
pihak lain, hukum memberikan batasan-batasan sehingga manusia 
tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku. Fungsi yang 
demikian ini terdapat pada semua jenis hukum termasuk pada 
hukum pidana. Oleh karena itu, fungsi yang demikian disebut 
dengan fungsi umum hukum pidana. Sedangkan secara khusus 
hukum pidana berfugsi sebagai berikut : 
1) Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang 
menyerang atau memperkosanya 
2) Memberi dasar atau legitimasi bagi negara dalam rangka 
menjalankan fungsi negara mempertahankan kepentingan 
hukum yang dilindungi, dan 
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3) Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka 
menjalankan fungsi negara mempertahankan kepentingan 
hukum yang dilindungi (Adami Chazami, 2005: 16-20). 
 
Demikian bahwa tujuan dari hukum pidana adalah 
menghindarkan, menakut-nakuti, mamperbaiki, menyingkirkan 
pelaku kejahatan, dan menjaga ketertiban hukum. 
 
d. Pembagian Hukum Pidana  
Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu  Hukum dan Tata 
Hukum Indonesia (1989 : 264-265), membagi hukum pidana 
sebagai berikut : 
1) Hukum pidana obyektif (ius poenale), adalah semua peraturan 
yang mengandung keharusan atau larangan, terhadap 
pelanggaran mana diancam dengan hukuman yang bersifat 
siksaan. 
Hukum Pidana obyektif dibagi menjadi : 
a) Hukum pidana materiil, yaitu hukum pidana yang 
mengatur tentang apa, siapa dan bagaimana orang dapat 
dihukum atau mengatur perumusan dari kejahatan dan 
pelanggaran serta syarat-syarat bila seorang dapat 
dihukum. 
Hukum Pidana materiil dibagi lagi menjadi : 
(1) Hukum pidana umum, yaitu hukum pidana yang 
berlaku terhadap setiap penduduk ( kecuali anggota 
militer); 
(2) Hukum pidana khusus, yaitu hukum pidana yang 
berlaku khusus untuk orang-orang tertentu, contohnya 
: hukum pidana  militer (berlaku bagi anggota militer) 
dan hukum pajak (berlaku bagi perseroan dan wajib 
pajak lainnya).   
b) Hukum pidana formil, yaitu hukum pidana yang memuat 
peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau 
mempertahankan hukum pidana materiil (disebut hukum 
acara pidana, karena memuat cara-cara untuk 
menghukum seseorang yang melanggar peraturan 
pidana). 
2) Hukum pidana subyektif (ius poenendi), adalah hak negara 
atau alat-alat negara untuk menghukum berdasar hukum pidana 
obyektif. Hukum pidana subyektif baru ada setelah ada  
peraturan-peraturan dari hukum pidana obyektif terlebih 
dahulu.  
 
4.   Tinjauan Tentang Tindak Pidana 
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a. Pengertian Tindak Pidana 
Pengertian mengenai tindak pidana yang dirumuskan oleh 
para ahli berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, sehingga 
dalam memperoleh pendefinisian tindak pidana sangat sulit. 
 
Kata ”tindak pidana” merupakan terjemahan dari ”strafbaar 
feit”. Perkataan ”feit” berarti sebagian dari kenyataan atau ”een 
gedeelte van werkwlijkheid”, sedangkan ”strafbaar” berarti dapat 
dihukum. Sehingga secara harfiah strafbaar feit dapat 
diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat 
dihukum (Lamintang, 1997:181). 
 
Soesilo memakai istilah peristiwa pidana untuk tindak 
pidana, yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh 
undang-undang, yang apabila dilakukan atau dialphakan, maka 
orang yang melakukan atau mengalphakannya itu diancam dengan 
hukuman (R. Soesilo, 1977:4). 
 
Menurut pompe perkataan strafbaar feit secara teoritis dapat 
dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap 
tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja 
telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman 
terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib 
hukum dan terjaminnya kepentingan umum (P. A. F. Lamintang, 
1997 : 182). 
 
Moeljatno memakai istilah ”perbuatan pidana” oleh karena 
perbuatan lebih abstrak sehingga lebih luas dari pengertian tindak 
pidana yang hanya menyangkut konkrit. Lebih lanjut, dikatakan 
bahwa pada umumnya tindak pidana disinonimkan dengan delik, 
yang berasal dari bahasa latin delictum.  
 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delik adalah 
perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 
pelanggaran terhadap undang-undang; delik juga mempunyai arti 
tindak pidana (Tim Penyusun kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988 
: 193). 
Dari pendapat ahli hukum tersebut diatas, maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu 
 xxxiii
tindak pidana apabila perbuatan itu mengandung unsur-unsur 
sebagai berikut : 
1)  Perbuatan manusia yang dilakukan dengan kesalahan. 
2)  Bersifat melawan hukum. 
3)  Melanggar aturan hukum, dan 
4)  Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. 
 
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Menurut pengetahuan hukum pidana, terdapat dua pandangan 
mengenai unsur-unsur tindak pidana (syarat pemidanaan), yaitu : 
1) Pandangan monistis, yaitu untuk adanya tindak pidana atau 
perbuatan pidana maka harus ada perbuatan pidana dan 
pertaggungjawaban pidana. Para ahli yang berpendapat 
demikian tidak memisahakan antara unsur adanya perbuatan, 
unsur pemenuhan rumusan undang-undang, dan unsur sifat 
melawan hukum sebagai suatu perbuatan pidana dengan 
unsur kemampuan bertanggung jawab, unsur adanya 
kesalahan, dan unsur adanya penghapus pidana sebagai 
pertanggunjawaban pidana, dan 
2) Pandangan dualistis, yaitu bahwa adanya pemisahan antara 
perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana, 
dimana jika ada satu unsur perbuatan yang memenuhi 
rumusan undang-undang serta melawan hukum saja maka 
sudah cukup untuk mengatakan bahwa itu adalah tindak 
pidana dan dapat dipidana. 
 
Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai unsur-unsur 
tindak pidana, yaitu : 
1) Adanya perbuatan. 
2) Perbuatan tersebut memenuhi rumusan undang-undang, yaitu 
bahwa perbuatan tersebut harus masuk dalam ruangan pasal 
atau perbuatan tersebut harus mempunyai sifat dan ciri-ciri 
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sebagaimana secara abstrak disebutkan dalam undang-
undang. 
3) Adanya sifat melawan hukum, dalam arti formil atau dalam 
arti materiil. Sifat melawan hukum dalam arti formil yaitu 
bertentangan dengan undang-ungang. Sedangkan dalam arti 
materiil yaitu perbuatan tersebut tidak hanya bertentagan 
dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan 
nilai-nilai keadilan masyarakat. 
4) Kemampuan bertaggungjawab seseorang dapat 
dipertanggunjawabkan apabila ia normal, artinya bahwa ia 
mempunyai perasaan dan pikiran seperti orang-orang lain 
yang secara normal dapat menentukan kemauannya terhadap 
keadaan-keadaan atau secara bebas dapat menentukan 
kehendaknya sendiri. 
5) Adanya kesalahan, yaitu ada tidaknya kesengajaan dari 
seseorang melakukan tindak pidana atau ada/tidaknya 
kealphaan (sembrono, kurang hati-hati, kurang waspada) dari 
seseorang untuk melakukan tindak pidana, dan 
6) Alasan penghapus pidana atau dasar-dasar untuk 
membenarkan suatu tindakan. Ada suatu keadaan dimana 
suatu perbuatan yang sebetulnya bertentangan dengan hukum 
tidak dapat dikenakan hukuman, yaitu perbuatan dalam 
keadaan berat lawan atau keadaan memaksa (overmach) , 
keadaan darurat (moodtoestand), bela diri (moodwear), 
melaksanakan undang-undang (teruitvoering van een wetelijk 
woorschift), dan melakasanakan perintah-perintah yng 
diberikan dengan sah (ambelijk bevel). 
c. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
Tindak pidana dapat digolongkan antara lain sebagai berikut : 
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1)  Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran. 
Untuk membedakan antara kejahatan dengan 
pelanggaran, dipakai ukuran kualitatif dan kuantititif. Secara 
kualitatif, bahwa kejahatan (recht delicht) dirasakan oleh 
masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan 
keadilan, dan pelanggaran (wets delict) adalah perbuatan 
yang merupakan tindak pidana karena dalam undang-undang 
menyebutkan sebagai delik. Sedangkan secara kualitatif, 
bahwa kejahatan dipidana lebih berat dari pada pelanggaran.  
2)  Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil. 
Tindak pidana formil adalah perumusannya menitik 
beratkan pada perbuatan yang dilarang, bukan pada akibat 
dari perbuatan itu, contohnya penghasutan (Pasal 160 KUHP) 
dan penghinaan (Pasal 315 KUHP). Tindak pidana materiil 
yaitu tindak pidana yang perumusannya menitik beratkan 
pada akibat dari perbuatan itu, contohnya pembunuhan (Pasal 
338 KUHP). 
3) Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana 
dengan Kealphaan. 
Tindak pidana dengan unsur kesengajaan (delict dolus) 
merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku memang 
menghendaki untuk  melakukan tindak pidana tersebut, 
termasuk mengetahui timbulnya akibat dari perbuatan 
tersebut, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 
KUHP). Sedangkan tindak pidana dengan unsur kealphaan 
(delict culpa) merupakan tindak pidana yang terjadi 
sementara sebenarnya pelaku tidak berkeinginan untuk 
melakukan perbuatan tersebut, demikian dengan akibat yang 
ditimbulkannya atau tidak adanya penduga-dugaan yang 
diharuskan oleh hukum dan penghati-hatian oleh hukum, 
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misalnya : karena kealphaannya menyebabkan matinya orang 
(Pasal 359 KUHP). 
4)  Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Biasa. 
Tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya 
dapat dituntut, diproses, dan diadili berdasarkan pengaduan 
dari korban, anggota keluarga, dan atau orang yang 
dirugikan. Tindak pidana aduan ada dua yaitu tindak pidana 
aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif. Tindak pidana 
biasa yaitu tindak pidana yang dapat dituntut, diproses, dan 
dapat diadili walaupun tidak ada pengaduaan.  
5) Tindak Pidana Berlangsung terus dan Tindak Pidana tidak 
Berlangsung Terus. 
Tindak pidana berlangsung terus merupakan tindak 
pidana yang terjadinya berlangsung terus-menerus, misalnya: 
merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP). 
Tindak pidana tidak berlangsung terus atau tindak pidana 
yang berlangsung habis, yaitu tindak pidana yang selesai 
pada suatu saat, misalnya: pembunuhan (Pasal 338 KUHP).  
6) Tindak Pidana Sederhana dengan Tindak Pidana Dengan 
Pemberatan. 
Tindak pidana sederhana adalah tindak pidana dalam 
bentuk pokok tetapi tidak ada keadaan yang memberatkan, 
misalnya : penganiayaan (Pasal 351 KUHP). Tindak pidana 
dengan pemberatan merupakan tindak pidana dalam bentuk 
pokok tetapi ada keadaan yang memberatkan, misalnya : 
pencurian pada waktu malam( Pasal 363 KUHP). 
 
 
7)  Tindak Pidana Tunggal dengan Tindak Pidana Berganda. 
Tindak pidana tunggal yaitu suatu tindak pidana yang 
terjadi cukup satu kali perbuatan, misalnya : pembunuhan 
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(Pasal 338 KUHP). Tindak pidana berganda yaitu tindak 
pidana yang baru dianggap terjadi bila dilakukan berkali-kali, 
misalnya: penadahan (Pasal 481 KUHP). 
8)  Tindak Pidana Commisionis, Tindak Pidana Ommissionis, 
dan Tindak Pidana commisionis per Ommisionis Commisa. 
Tindak pidana commissionis merupakan tindak pidana 
yang berupa pelanggaran terhadap larangan yang diadakan 
undang-undang, misalnya : penipuan (Pasal 378 KUHP). 
Tindak pidana ommissionis merupakan pelanggaran teradap 
keharusan yang diadakan undang-undang, misalnya : tidak 
menolong orang dalam keadaan bahaya (Pasal 531 KUHP). 
Kemudian yang dimaksud dengan tindak pidana 
commissionis per ommissionis commissa yaitu pelanggaran 
terhadap larangan yang diadakan undang-undang tetapi 
dilakukan dengan jalan tidak berbuat atau tidak melakukan 
sesuatu yang merupakan suatu kewajibannya, misalnya : 
seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak memberi 
susu (Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP), dan 
9)  Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus. 
Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang 
perumusannya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana. Tindak Pidana Khusus merupakan tindak pidana 
yang diatur secara khusus dalam undang-undang lain, 
misalnya : Tindak Pidana Korupsi.   
 
 
 
5.  Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi 
a.  Pengertian Korupsi 
Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum di 
Indonesia dalam Peraturan Penguasa Perang Nomor 
Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi 
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yang ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 16 april 1958 dalam 
berita negara nomor 40/1958 khususnya Pasal 1 bahwa perbuatan 
korupsi terdiri atas perbuatan korupsi pidana dan perbuatan korupsi 
lainnya, dalam penjelasan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa 
perbuatan korupsi pidana adalah perbuatan seseorang yang dengan 
atau karena melakukan suatu pelanggaran atau pelanggaran 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang 
secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau 
perekonomian negara atau daerah atau merugikan suatu badan 
yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum 
lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran 
masyarakat, kejahatan korupsi ini dilakukan dengan cara 
menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Kemudian dimasukkan 
pula dalam Undang-undang Nomor 24/Prp/1960 tentang 
Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. 
Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh 
Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 
1999 digantikan oleh Undang-undang  Nomor 31 tahun 1999 dan 
akan berlaku efektif paling lambat 2 (dua) tahun kemudian (16 
Agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-undang 
Nomor 20 tahun 2001 tanggal 21 Nopember 2001 pengertian 
korupsi dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 adalah masih 
sama dalam Undang-undang nomor 3 tahun 1999 Pasal 2 ayat (1) 
yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain untuk suatu 
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara dipidana penjara dengan pidana penjara 
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun 
dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp 
 xxxix
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)  dan paling banyak Rp 
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 
 
Dalam artikelnya”Corruption and Political Development: A 
Cost Benefit Analysis”,J.S.Nye mendeskripsikan pelaku korupsi 
sebagai berikut: Perilaku yang menyimpang dari tugas yang 
normal dalam pemerintahan karena pertimbangan pribadi 
(keluarga, sahabat, pribadi dekat), kebutuhan uang atau pencapaian 
status atau melanggar peraturan dengan melakukan tindakan yang 
memanfaatkan pengaruh pribadi. Tindakan ini termasuk perilaku 
penyuapan (penggunaan hadiah untuk menyimpangkan keputusan 
seseorang dalam posisi mengemban amanah). Dalam pengertian 
itu, yang merupakan tolak ukur adalah kekuasaan atau wewenang 
dalam pemerintahan atau pelayanan umum yang sudah ditentukan 
dalam peraturan. Korupsi adalah penyelewengan dalam 
penggunaan kekuasaan dan otoritas tersebut. Gejala kongkret 
korupsi adalah penyogokan, nepotisme dan penyalahgunaan milik 
umum. Dari pendekatan itu kita memperoleh keterangan bahwa 
nepotisme adalah salah satu bentuk korupsi (M.Dawan 
Raharjo,1999 :23-24). 
 
Pengertian korupsi mengalami perkembangan sesuai dengan 
perkembangan yang ada di masyarakat dengan munculnya 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, pengertian korupsi 
mengalami perkembangan karena adanya beberapa pasal di dalam 
KUHP yang dimasukkan dalam ketentuan Undang-undang 
tersebut. Pengertian dari perbuatan korupsi tercantum dalam Pasal 
1 ayat (1) dan ayat (2), untuk ayat 1 yaitu : 
1) Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan 
yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan 
keuangan negara dan atau perekonomian negara atau 
diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan 
tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara. 
2) Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan 
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kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 
karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau 
tidak langsung dapat merugikan negara. 
3)  Barangsiapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal-
pasal 209,   210, 387, 415, 416, 418, 419, 420, 423, 425, 
435 KUHP. 
4)  Barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai 
negeri seperti dimaksud Pasal 2 dengan mengingat sesuatu 
kekuasaan atau suatu wewenang yang melekat pada 
jabatannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap 
melekat pada jabatan atau kedudukan itu. 
    5) Barangsiapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu yang 
sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau 
janji yang diberikan kepadanya seperti tersebut dalam Pasal 
418, 419, 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau 
janji tersebut kepada pihak yang berwajib, dan 
    Ayat (2) Barangsiapa melakukan percobaan atau 
permufakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat 
(1), a, b, c, d, e pasal ini. 
 
Sedangkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 melihat dari 2 segi tindak 
pidana korupsi yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif.Adapun yang 
dimaksud korupsi aktif adalah sebagai berikut : 
    1) Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau 
orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan 
negara atau perekonomian negara (Pasal 2 Undang-undang 
Nomor 31 Tahun 1999). 
    2)   Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan 
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atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara 
atau perekonomian negara (Pasal 3 Undang-undang Nomor 
31 Tahun 1999). 
    3) Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan 
mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada 
jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau 
janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan 
tersebut (Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999). 
    4) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri 
atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat 
atau tidak berbuat sesuatu jabatannya yang bertentangan 
dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001). 
5) Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau 
Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan 
sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya yang 
dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 
ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001). 
     6)   Memberi atau menjanjikan kepada Hakim dengan maksud 
untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan 
kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001). 
     7) Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat 
bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu 
menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan 
curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau 
barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang 
(Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 
2001), dan 
     8)  Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau 
penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan 
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perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
(Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 
2001). 
 
Sedangkan Korupsi Pasif sebagai berikut : 
1) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima 
pemberian atau janji karena berbuat atau tidak bertentangan 
dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (2) Undang-undang 
Nomor 20 Tahun 2001). 
2) Hakim atau Advokad yang menerima pemberian atau janji 
untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan 
kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasehat 
atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara 
yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 
ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001). 
3) Orang yang menerima menyerahkan bahan dan keperluan 
Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara 
Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Pasal 7 ayat (2) 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001). 
     4)   Bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang 
menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut 
diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu 
diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang 
berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran 
orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada 
hubungan dengan jabatannya (Pasal 11 Undang-undang 
Nomor 20 Tahun 2001), dan 
     5)   Bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang 
menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut 
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diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk 
menggerakan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu 
dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya 
atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya 
yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf a 
dan b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001). 
 
b.   Sifat Delik Korupsi 
Delik korupsi yang dirumuskan dalam Undang-undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi 
dikelompokkan atas : 
1)  Delik korupsi dirumuskan normatif (Pasal 2 dan Pasal 3). 
2) Delik dalam KUHP pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 
419, 420, 423, 425, 435, yang diangkat menjadi delik korupsi 
(Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). 
3)  Delik penyuapan aktif (Pasal 13). 
4) Delik korupsi karena pelanggaran undang-undang yang lain, 
yang memberikan kualifikasi sebagai delik korupsi (Pasal 14). 
5)  Delik korupsi percobaan, pembantuan, permufakatan (Pasal 
15). 
6) Delik korupsi yang dilakukan diluar teritori negara Republik 
Indonesia (Pasal 16). 
7)  Delik korupsi yang dilakukan subyek badan hukum (Pasal 20), 
dan 
8) Pengelompokan tersebut diasumsikan demikian berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan. 
 
 
 
 
 xliv
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Kerangka Pemikiran  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kejaksaan Agung 
Kejaksaan Tinggi
 
Kejaksaan Negeri  
Seksi Intelijen Seksi Tindak Pidana 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 
Tentang Kejaksaan Republik Indonesia 
 
 xlv
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penjelasan : 
Sebagai salah satu komponen alat penegak hukum, kejaksaan 
mempunyai peran penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam 
upaya menjaga tegaknya hukum kejaksaan mempunyai karakteristik 
tersendiri dibandingkan dengan instansi yang lain, yaitu adanya 
wewenang untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan.  
 
Dalam rangka menunjang dan memberikan landasan hukum dalam 
melaksanakan tugasnya, Pemerintah kemudian mengesahkan Undang-
undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI. Dalam undang-
undang tersebut telah dibuat stratifikasi kejaksaan yang terdiri dari : 
Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri. 
 
Di lain pihak, dewasa ini sering kita lihat di media massa banyak 
sekali pemberitaan tentang adanya tindak pidana korupsi. Kegiatan 
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korupsi ini ternyata telah merambah di segala bidang. Sebagai suatu 
tindak pidana yang tergolong extra ordinary crime atau kejahatan luar 
biasa, korupsi tentu dalam pengungkapannya membutuhkan kejelian dan 
kecerdasan dari aparat penegak hukumnya, dalam permasalahan disini 
adalah kemampuan dari pihak kejaksaan. Hal ini kenapa, karena tindak 
pidana korupsi sangat sulit pengungkapan dan pembuktiannya. Jadi tidak 
jarang sering kita ketahui dan kita dengar terdakwa tindak pidana korupsi 
mendapat sanksi yang ringan atau bahkan dibebaskan karena dakwaan dari 
jaksa tidak terbukti hanya mungkin karena unsur-unsur pidana atau alat 
buktinya kurang kuat. 
 
Bila merunut lagi, adanya fenomena tersebut tidak lepas dari peran 
penting kejaksaan disini, karena sebagai satu-satunya lembaga yang diberi 
wewenang melakukan “penuntutan” justru tidak dapat menjaga tegaknya 
hukum. Implikasinya adalah krisis kepercayaan masyarakat terhadap 
hukum itu sendiri. Untuk mengetahui sejauh mana kejaksaan melakukan 
tugasnya dalam menangani tindak pidana korupsi, Penulis disini akan 
mencoba menelaah dan menganalisis lebih jauh bagaimana kinerja 
kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi.  
 
Sebagai sebuah organisasi, kejaksaan tentu tidak terlepas dari 
adanya sistem birokrasi. Sistem birokrasi kejaksaan disini berperan 
penting karena disanalah proses atau alur-alur penanganan tindak pidana 
korupsi dilaksanakan. 
 
Dalam Keputusan Jaksa Agung No:KEP-225/A/JA/05/2002 
disebutkan bahwa, untuk menunjang kinerja kejaksaan maka dibuatlah 
beberapa seksi yaitu : Sub bagian Pembinaan, Seksi Intilejen, Seksi 
Tindak Pidana Umum, Seksi Tindak Pidana Khusus, Seksi Perdata dan 
TUN. Suatu perkara tindak pidana korupsi, dalam kejaksaan diperlukan 
kerjasama antar bagian tersebut. Tidaklah mungkin atau bahkan sulit bila 
dalam internal kejaksaan tersebut bekerja sendiri-sendiri. Mengingat 
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semboyan “Kejaksaan adalah satu” patut kita cermati seberapa efektif dan 
seberapa pentingkah bagian-bagian tersebut. Untuk itu disini Penulis akan 
mencermati dari beberapa segi antara lain:  
1. Sinkronisasi horizontal, dalam hal ini kaitannnya dengan hubungan 
kerja antar komponen atau seksi dalam kejaksaan. 
2. Sinkronisasi vertikal, kaitannya dengan distribusi kerja dan koordinasi 
baik antar seksi dan sub-seksi. 
 
Upaya pengungkapan tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam 
kejaksaan tentulah sangat berbeda dengan kepolisian. Dalam internal 
kejaksaan, penanganan perkara korupsi ditangani oleh seksi Tindak Pidana 
Khusus. Namun untuk mendapatkan keterangan awal jelas perlu kinerja 
dari seksi lain yaitu seksi intelijen. Seksi intelijen disini mempunyai peran 
yang signifikan karena di bawah koordinasi Seksi inilah kemudian 
mencoba mencari dan menemukan keterangan atau bukti awal adanya 
suatu tindak pidana. 
 
Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa kesatuan pola kerja dan 
birokrasi dalam kejaksaan akan sangat mempengaruhi dalam 
pengungkapan tindak pidana korupsi. Melalui dua hal diatas adalah 
nantinya akan ditemukan bagaimana pola kerja dan sistem birokrasi 
kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Sinkronisasi 
vertikal dan horizontal ini juga nantinya mampu memberikan gambaran 
yang lebih terfokus dalam menemukan permasalahan, yang mana 
permasalahan tersebut mungkin dapat menjadi kendala tersendiri dalam 
internal kejaksaan. Dari cara diatas dapat ditemukan bagaimana 
seharusnya dan proyeksi ke depan untuk meningkatkan dan 
mengoptimalkan keinerja kejaksaan khususnya di bagian seksi intelijen. 
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BAB III 
      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo Dalam Pengungkapan 
Dugaan Tindak Pidana Korupsi 
Sebelum membahas tentang peranan Intelijen Kejaksaan Negeri 
Sukoharjo, maka disajikan terlebih dahulu deskripsi Kejaksaan Negeri 
Sukoharjo, yaitu : 
1. Deskripsi Lokasi Kejaksaan Negeri Sukoharjo 
a. Sejarah berdirinya Kejaksaan Negeri Sukoharjo 
Sukoharjo pada zaman dahulu merupakan kawedanan, 
termasuk wilayah pemerintahan Surakarta, karena kemajuan dan 
perkembangan zaman, maka kawedanan Sukoharjo statusnya berubah 
menjadi daerah Kabupaten Sukoharjo. Sejalan dengan perkembangan 
Pemerintah Daerah Sukoharjo, mulailah dirintis Kejaksaan Negeri 
Sukoharjo, karena sebelumnya Kabupaten Sukoharjo adalah termasuk 
wilayah atau daerah hukum Kejaksaan Negeri Surakarta. 
 
Pada tahun 1966 mulailah dirintis pendirian kantor Kejaksaan 
Negeri Sukoharjo yang dipimpin oleh Bapak S. Budi Kusuma,S.H. 
dengan mendapatkan pinjaman gedung dan perlengkapan yang sangat 
sederhana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, sedangkan 
kegiatan sidang masih di Pengadilan Negeri Surakarta. 
 
Pada tanggal 17 Mei 1975, diresmikanlah kantor Kejaksaan 
Negeri Sukoharjo yang beralamat di jalan Jaksa Agung R. Suprapto 
No. 1 Sukoharjo oleh Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah 
yang pada saat itu dijabat oleh Bapak Satmoko, S.H. dan sampai saat 
ini kantor Kejaksaan Negeri Sukoharjo sudah mengalami perubahan 
baik gedung kantor maupun personilnya. 
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b. Dasar hukum 
Dasar hukum berdirinya Kejaksaan Negeri Sukoharjo pada 
dasarnya sama dengan berdirinya Kejaksaan Republik Indonesia yaitu 
berdasarkan pada Undang-undang Nomor 15 tahun 1961 tentang 
Ketentuan-ketentuan Kejaksaan Republik Indonesia yang telah 
diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1991 dan 
kemudian diganti dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Negeri Sukoharjo 
berdiri dan dibangun berdasarkan daftar isian proyek nomor 17/ VI/ S/ 
74 tahun anggaran 1974/ 1975 dan dibagun oleh CV. Tidar Sukoharjo. 
 
c. Daerah atau wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo 
Wilayah yang menjadi daerah hukum Kejaksaan Negeri 
Sukoharjo memiliki luas kurang lebih 466,27 km2, terdiri dari 3 
Kawedanan, 12 Kecamatan, 18 Kelurahan, dan 132 Desa. 
Pembagian Daerah : 
1) Kawedanan Sukoharjo yang terdiri dari 5 Kecamatan, meliputi : 
a) Kecamatan Sukoharjo membawahi 14 Kelurahan ; 
b) Kecamatan Nguter membawahi 12 Desa ; 
c) Kecamatan Bulu membawahi 12 Desa ; 
d) Kecamatan Tawangsari membawahi 12 Desa ; 
e) Kecamatan Weru membawahi 13 Desa. 
 
2) Kawedanan Bekonang yang terdiri dari 3 Kecamatan meliputi : 
a) Kecamatan Bendosari membawahi 13 Desa, 2 Kelurahan ; 
b) Kecamatan Polokarto membawahi 17 Desa ; 
c) Kecamatan Mojolaban membawahi 15 Desa. 
 
3) Kawedanan Kartasura yang terdiri dari 4 Kecamatan, meliputi : 
a) Kecamatan Kartasura membawahi 10 Desa, 2 Kelurahan ; 
b) Kecamatan Baki membawahi 14 Desa ; 
c) Kecamatan Grogol membawahi 14 Desa. 
 l 
d. Struktur organisasi Kejaksaan Negeri Sukoharjo 
Kepala Kejaksaan Negeri membawahi 5 bidang yakni 4 kepala 
seksi dan 1 kasubagbin.  
Kasubagbin sendiri membawahi 4 kaur yaitu : 
1) Kaur kepegawaian  
2) Kaur keuangan  
3) Kaur perlengkapan  
4) Kaur Tata Usaha dan Perpustakaan 
 
Sedangkan seksi-seksi yang berada di Kejaksaan Negeri Sukoharjo 
yaitu : 
1) Seksi Pidana Umum, dipimpin oleh seorang kasi dan 
membawahi: 
a) Sub seksi prapenuntutan ; 
b) Sub seksi penuntutan. 
2) Seksi Pidana Khusus, dipimpin oleh seorang kasi dan 
membawahi: 
a) Sub seksi penyidikan ; 
b) Sub seksi penuntutan. 
3) Seksi Intelijen, dipimpin oleh seorang kasi dan 
membawahi: 
a) Sub seksi sosial dan politik ; 
b) Sub seksi ekonomi dan moneter ; 
c) Sub seksi produksi dan sarana intelijen. 
4) Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara 
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Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 225/A/JA/05/2002 
tanggal 05-05-2002 Tentang Susunan Organisasi Kejaksaan, maka 
susunan organisasi Kejaksaan Negeri Sukoharjo adalah sebagai berikut  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Sukoharjo 
 
2. Fungsi Sub Seksi Intelijen ( Intel ) Kejaksaan Negeri Sukoharjo 
Seksi intelijen merupakan bagian yang sering bersinggungan dengan 
masyarakat, oleh karena itu seksi tersebut memiliki fungsi antara lain : 
a. Penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis dibidang intelijen 
berupa pemberian bimbingan dan pembinaan pengamanan teknis. 
b. Penyiapan rencana, pelaksaan dan pengendalian kegiatan 
intelijen penyelidikan,  pengamanan penggalangan dalam rangka 
kebijaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif 
untuk menanggualangi hambatan, tantangan, politik, ekonomi, 
sosial budaya. 
c. Pelaksanaan kegiatan produksi dan sarana intelejen, membina 
dan meningakatkan kemampuan, keterampilan, dan integrasi 
   KEPALA KEJAKSAAN NEGERI 
KASIE  
INTELIJEN 
KASIE 
PIDSUS 
KAUR 
KEPEGAWAIAN 
KASIE 
DATUN 
KASUBAG 
PEMBINAAN 
KASIE 
PIDUM 
KAUR 
PERLENGKAPAN 
KASUBSI 
SOSIAL 
POLITIK 
KASUBSI 
EKONOMI 
MONETER 
KAUR  
KEUANGAN 
KASUBSI  
PRODSARIN 
KAUR 
PERPUSTAKAAN 
DAN TU 
KASUBSI 
PENYIDIKAN 
KASUBSI 
PENUNTUTAN 
KASUBSI 
PENUNTUTAN 
KASUBSI 
PRA 
PENUNTUTAN 
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kepribadian aparat intelijen justisia, membina aparat, 
mengendalikan kekaryaan dilingkungan Kejaksaan Negeri yang 
bersangkutan. 
d. Pengamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja 
bidang personil, kegiatan materiil, pemberitaan dan dokumen 
dengan memeperhatikan koordinasi kerja sama dengan instansi 
pemerintah dan organisasi lain di daerah terutama dengan aparat 
intelijen. 
 
Seksi intilejen mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen 
yustisial dibidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan 
pertahanan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum 
dan keadilan baik preventif maupun represif. 
 
Subseksi Sosial dan Politik mempunyai tugas melakukan kegiatan 
intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk 
menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta 
mendukung operasi justisi mengenai masalah ideologi dan sosial politik, 
media massa, barang cetakan, orang asing, cegah tangkal, sumber daya 
manusia, pertahanan dan keamanan, tindak pidana perbatasan dan 
pelanggaran wilayah perairan, aliran kepercayaan, penyalahgunaan dan 
atau penodaan agama, persatuan dan kesatuan bangsa, lingkungan hidup, 
penyuluhan hukum, serta penanggulangan tindak pidana, hukum dan 
Narkoba. 
 
Subseksi Ekonomi dan Moneter mempunyai tugas melakukan 
kegiatan intelijen yustisial penyelidikan pengamanan dan penggalangan 
untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta 
mendukung operasi yustisi mengenai masalah investasi, produksi, 
distribusi, keuangan, perbankan, sumber daya alam dan pertanahan, 
penanggulangan tindak pidana ekonomi, korupsi serta pelanggaran zona 
eksklusif. 
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Subseksi Produksi dan Sarana Intelijen mempunyai tugas melakukan 
kegiatan dibidang produksi berupa laporan berkala, insidentil, dan 
perkiraan keadaan pembinaan aparat intelijen terhadap kemampuan dan 
integritas aparat intelijen dilingkungan Kejaksaan Negeri dan 
menyelenggarakan administrasi intelijen, penyiapan dan pemberian 
penerangan serta publikasi mengenai berbagai masalah yang menyangkut 
kegiatan Kejaksaan. 
 
Di Kejaksaan Negeri Sukoharjo, berdasarkan pemaparan Ketua Seksi 
Intelijen, seksi Intelijen bertugas : 
a.    Melaksanakan Penyelidikan, sejak dikeluarkannya surat perintah 
dimulainya penyelidikan. 
Melakukan pencarian data hukum, mencari bukti permulaan. 
b. Pengamanan/pengawasan. 
Contoh: melakukan kerja sama dengan instansi lain, melakukan 
pengamanan barang bukti agar tidak hilang, melindungi jaksa 
yang menangani suatu perkara agar tidak terancam jiwanya, 
melakukan pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan 
(beberapa aliran kepercayaan di Sukoharjo diantaranya pangestu, 
sumarah, saptodarmo, ilmu sejati, perhimpunan peri 
kemanuasiaan dan mahayana), pengawasan terhadap pengobatan 
tradisional. 
c.   Penggalangan. 
Misalnya dengan mengali informasi bila akan ada demo, intelijen 
akan melakukan pembicaraan dengan pihak yang akan 
melakukan demo agar tercapai jalan keluar damai sehingga tidak 
perlu sampai terjadi demo. Intelijen juga mencari indikasi bila 
kemungkinan demo akan mengarah pada terjadinya tindakan 
pidana, dari aspek yustisial. 
 
 liv
Hal lain dengan melakukan penyuluhan ke desa–desa dan melakukan 
penerangan ke sekolah–sekolah. Terkait dengan pengetahuan hukum, cara 
pengambilan SIM, pemberitahuan untuk hadir bila diminta jadi saksi di 
pengadilan dll. 
 
Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No.Kep-552/A/JA/10/2002, 
Sub seksi Intelijen di Kejaksaan Negeri Sukoharjo, memiliki tugas : 
1. Subseksi Sosial Politik, mempunyai tugas 
a. Pengamanan Ideologi Politik 
Bentuk perwujudan tugas dalam pengamanan ideologi politik 
adalah pengamanan Pemilu 2004, pilkada 2006, pilkades 
2006. Sejak dari hari kampanye hingga hari pelaksanaanya. 
Menjalin kerjasama dengan aparat kepolisiaan, satpol 
pamong praja, yang terbentuk melalui korinda (Kordinasi 
Intelijen Daerah). 
b. Pengawasan Media Massa dan Barang Cetakan 
Setiap ada penerbitan surat media yang baru (sebelum 
diterbitkan) penerbit memberikan laporan bulanan ke 
Kejaksaan dan diterima bagian Intelijen. Tugas lain bagian 
Intelijen juga membuat kliping dari media koran tentang 
kasus yang aktual dan oleh Kejaksaan Negeri dikirim ke 
Kejaksaan Tinggi, dan dibuat laporan tiap bulan. 
c. Pengawasan Orang Asing dan Cegah Tangkal 
Pengawasan orang asing di Kejaksaan Negeri Sukoharjo 
berupa pendataan tenaga kerja asing yang berdomisili di 
wilayah hukum Sukoharjo. 
d. Ketentraman dan Ketertiban Umum 
Sifat tugas intelijen kejaksaan dalam hal pengawasan dan 
penjagaan keamanan dan ketertiban umum tidak berkaitan 
dengan keamanan negara, karena untuk intelijen yang 
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berkaitanan dengan kemanan negara adalah tugas dari 
intelijen Angkatan Darat. 
e. Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan 
Bentuk pengawasan aliran kepercayaan di Kejaksaan Negeri 
Sukoharjo berupa penerimaan laporan dari masyarakat atas 
munculnya aliran kepercayaan yang kemudian diawasi oleh 
kejaksaan. 
 
2. Sub seksi Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas 
a. Pengamanan Investasi dan Produksi 
Pengawasan terhadap proyek yang ada di Kabupaten 
Sukoharjo, sebagai upaya preventif terhadap tindak pidana 
korupsi. 
b. Pengamanan Sumber Daya 
Pengamanan sumber data berbentuk penyuluhan hukum dan 
penerangan hukum, yang diwujudkan dalam 2 kelompok 
penerangan hukum, seperti sekolah–sekolah, kelompok 
hukum instansi, dan satu desa binaan. 
Materi yang disajikan dalam penyuluhan hukum antara lain : 
Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Perdata, 
Hukum Acara Perdata, Tindak Pidana Korupsi. Undang-
undang Perkawinan, Undang-undang Lingkungan Hidup, 
Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, serta masalah-
masalah yang aktual disamping itu menyangkut masalah 
sehari-hari yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. 
Materi Penerangan Hukum yang disajikan antara lain: 
Undang–undang tentang Kejaksaan RI, Undang-undang 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang- 
undang tentang Psikotropika dan Narkotika serta masalah- 
masalah lain yang menyangkut aspek kehidupan masyarakat 
sehari-hari. 
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c. Pengamanan Ekonomi dan Moneter 
Pengawasan terhadap harga 9 (sembilan) bahan pokok di 
pasar. 
d. Pengamanan Distribusi dan Perdagangan 
Pengawasan terhadap distribusi barang dan juga pencegahan 
terhadap penimbunan komoditas. 
 
3. Sub seksi Produksi dan Sarana Intelijen mempunyai tugas 
a. Produksi Intelijen 
Produksi Intelijen mempunyai tugas menangani masalah 
surat menyurat bagian Intelijen. 
b. Sandi dan Komunikasi 
Komunikasi antar pegawai dalam subseksi Intelijen berupa 
koordinasi  baik secara internal maupun dalam hal masalah 
penyidikan suatu perkara pidana. 
Sedangkan sandi, merupakan kode–kode yang dipakai dalam 
penyusunan laporan yang berbentuk telegram, telepon dan 
faksimile.  
4. Sekretariat 
a. Penyusunan Program, laporan, dan penilaian. 
b. Tata Usaha. 
 
3. Tindakan Awal Yang Dilakukan Oleh Seksi Intelijen Kejaksaan 
Negeri Sukoharjo Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana 
Korupsi 
Alur penanganan perkara pidana khusus 
Pada dasarnya proses penanganan kasus di Kejaksaan dalam bidang 
pidana khusus sama halnya dengan pidana umum. Bedanya dalam pidana 
khusus Kejaksaan dalam hal ini penuntut umum juga berwenang sebagai 
penyelidik dan penyidik, jadi tidak harus menunggu limpahan perkara dari 
Kepolisian. Kasus yang masuk dalam bidang pidana khusus antara lain 
meliputi kasus KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme), tindak pidana 
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terorisme, tindak pidana ekonomi, dan penyelundupan. Dalam 
kapasitasnya sebagai penyelidik dan penyidik, Kejaksaan dilengkapi 
dengan bagian Intelijen yang bertugas untuk menjalankan fungsi ini.  
 
Penyelidikan dari Intelijen muncul dari informasi yang didapat dari 
luar temuan jaksa, temuan masyarakat, temuan LSM maupun temuan yang 
didapat oleh bagian Intelijen sendiri. Setelah mendapat laporan atau ada 
kecurigaan telah terjadi suatu tindak pidana yang telah disebutkan di atas 
khususnya tindak pidana korupsi maka dikeluarkan surat perintah dari 
Kepala Kejaksaan Negeri untuk melakukan penyelidikan di tempat 
mendapatkan informasi. Penyelidikan ini masih bersifat rahasia, dalam 
tahap ini dilakukan pencarian data, keterangan, dan alat bukti sebagai 
bahan untuk menentukan tindak lanjut dari proses penyelidikan yang 
dilakukan. Kemudian setelah dikumpulkan data akurat yang cukup dari 
penyelidikan tertutup maka diadakan pra ekspose di kejaksaan sebelum 
menuju ke penyelidikan terbuka. Apabila data awal yang didapat dari 
lapangan ternyata mendukung maka dilakukakan penyelidikan terbuka. 
  
Dalam tahap penyelidikan terbuka ini dipanggilah calon saksi, calon 
tersangka. Panggilan ini hanya bersifat sebagai undangan saja, sehingga 
calon saksi maupun calon tersangka berhak menerima ataupun menolak 
untuk hadir ke Kejaksaan. Kemungkinan dari para calon tersangka yang 
kooperatif akan mau menunjukkan bukti-bukti yang diminta bagian intel 
dan memberikan keterangan untuk membuktikan kelegalan tindakannya. 
Calon tersangka yang tidak kooperatif biasanya akan memberikan 
keterangan yang berbelit-belit dan bersifat tertutup, sehingga kemungkinan 
akan menimbulkan kecurigaan Intelijen Kejaksaan akan kebenaran 
tuduhan yang disangkakan. Kemudian dibuat laporan kepada atasan dalam 
hal ini Kajari yang berbentuk Surat Laporan Informasi Khusus (non pro 
justitia) yang berisi telah dilakukannya penyelidikan atas suatu kasus 
tertentu, dan Berita Acara Interogasi dari Intelijen, perlu diketahui bahwa 
laporan ini bukan BAP tetapi hanya merupakan permintaan keterangan 
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(Berita Acara Interogasi). Apabila data dan saksi dalam Berita Acara 
Interogasi ini mendukung maka dilakukan ekspose di intern Kejaksaan.  
 
Langkah selanjutnya adalah pemberitahuan kepada Kajati, dari 
Kajati kemudian terbit Surat Perintah kepada Kajari dengan 2 (dua) 
kemungkinan apakah untuk melanjutkan pemeriksaan ke tingkat 
penyidikan atau untuk menghentikan penyelidikan atas kasus tersebut. 
Apabila surat perintah menyatakan bahwa proses pemerikasaan harus 
dilanjutkan, maka penyelidik Intelijen segera melimpahkan kasus ini ke 
seksi pidana khusus untuk segera dilakukan penyidikan, selanjutnya 
pendalaman atas kasus tersebut dilakukan oleh seksi pidana khusus.  
 
4. Metode dan teknik Penyelidikan yang dilakukan oleh Intelijen 
Kejaksaan Negeri Sukoharjo dalam Pengungkapan dugaan Tindak 
Pidana Korupsi 
 
Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo dalam proses pengungkapan 
dugaan tindak pidana korupsi mempunyai metode atau cara dalam 
pelaksanaan proses penyelidikan. Metode atau cara penyelidikan ini pada 
dasarnya berisikan cara yang teratur dan bagaimana kegiatan Intelijen. 
Penyelidikan itu dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal. 
Penyelidikan atau investigasi oleh Intelijen Kejaksaan mempunyai arti 
adalah serangkaian kegiatan, upaya, atau tindakan yang dilaksanakan 
secara berencana, bertahap dan berkelanjutan dalam suatu siklus kegiatan 
Intelijen untuk mencari dan mengumpulkan data atau bahan keterangan 
sebanyak mungkin dari berbagai sumber baik secara terbuka maupun 
secara tertutup. Melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan secara 
terbuka maupun secara tertutup. Data atau bahan tersebut kemudian diolah 
dalam suatu proses sehingga menghasilkan data siap pakai sebagai produk 
intelijen,  produk  intelijen ini kemudian disampaikan kepada atasan atau 
pimpinan yang berwenang sebagai bahan masukan dalam pengambilan 
keputusan. 
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Metode atau teknik penyelidikan yang dilakukan Intelijen Kejaksaan 
Negeri Sukoharjo adalah melalui kegiatan secara terbuka maupun secara 
tertutup, adapun prosesnya adalah sebagai berikut : 
a. Teknik penyelidikan 
Teknik penyelidikan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan 
dapat dilakukan : 
1) Penyelidikan secara terbuka 
Penyelidikan yang dilakukan secara terang-terangan atau 
terbuka adalah melalui kegiatan-kegiatan : 
a) Elisitasi 
Elisitasi adalah kegiatan dengan teknik melemparkan 
pertanyaan yang bersifat memancing yang tanpa disadari 
oleh obyek, elisitasi ini biasanya digabung dengan cara 
wawancara yang tanpa disadari oleh pihak lawan yang 
diajak bicara. 
b) Wawancara  
Wawancara ini diadakan melalui teknik tanya jawab, 
dialog dengan nara sumber, yaitu melalui cara dari 
pertanyaan yang secara umum ke khusus dan sebaliknya 
dari pertanyaan khusus kemudian dikembangkan. 
c) Observasi 
Cara yang dilakukan dalam observasi adalah dengan 
terjun langsung kelapangan yaitu dengan cara melakukan 
peninjauan, pengamatan. Kegiatan observasi ini dilakukan 
dengan tahapan orientasi, observasi, adaptasi, dan 
ekploitasi terhadap semua potensi yang ada dilapangan. 
d) Pemotretan 
Dalam tahap pemotretan cara yang digunakan adalah 
memotret atau mengambil obyek gambar yang ada 
dilapangan, terutama sasaran yang diinginkan. 
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e) Penelitian lapangan 
Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara 
melakukan penelitian terhadap obyek yang ada dilapangan 
atau dengan metode data primer, yang tentu perlu didukung 
oleh data sekunder atau kepustakaan. 
 
2) Penyelidikan secara tertutup 
Penyelidikan yang dilakukan secara tertutup atau secara  
sembunyi-sembunyi dengan teknik undercover melalui 
kegiatan : 
a) Sensor 
Kegiatan sensor dilakukan dengan cara melakukan 
kegiatan penelitian, menyeleksi, menyortir berita, dokumen 
atau orang yang dicurigai uuntuk membatasi ruang gerak 
orang tersebut.  
b) Penyadapan  
Kegiatan penyadapan dilakukan dengan cara nguping, 
melakukan perekaman secara tertutup terhadap semua 
berita dan semua komunikasi yang patut untuk dicurigai. 
c) Mencuri 
Kegiatan mencuri adalah suatu kegiatan yang dilakukan 
oleh Intelijen Kejaksan untuk mencuri dokumen dengan 
cara  spionase atau mata-mata. 
d) Tanam jaring 
Tanam jaring dilakukan dengan cara menanam orang 
atau agen orang yang diberi kepercayaan untuk mencari, 
mencuri data, atau informasi yang diperlukan. 
e) Infiltrasi 
Infiltrasi atau penyusupan yaitu dengan cara 
penyusupan kedalam sarang lawan atau penetrasi dengan 
cara perembesan sarang lawan. 
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3) Penyelidikan secara langsung 
Kegiatan penyelidikan secara langsung kedalam sasaran 
melalui kegiatan : 
a) Elisitasi atau pertanyaan pancingan. 
b) Wawancara dengan cara melakukan dialog. 
c) Pemotretan, memotret obyek atau sasaran. 
 
4) Penyelidikan secara tidak langsung  
Penyelidikan secara tidak langsung kesasaran melalui 
kegiatan: 
a) Observasi 
Observasi atau orientasi lapangan dilakukan dengan 
cara terjun langsung kelapangan untuk melihat atau 
mangamati, meneliti, menggali, data atau informasi yang 
diperlukan. 
b) Pembuatan peta 
Pembuatan peta atau sketsa ini dilakukan dengan cara 
menggambar atau membuat peta situasi apa yang ada 
dilapangan.  
c) Penelitian 
Penelitian adalah kegiatan dilapangan yang dilakukan 
dengan cara melalui wawancara langsung, kuisoner atau 
sampling, sedangkan penelitian kepustakaan adalah 
penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dokumen 
atau literatur dari penelitian yang terdahulu. 
 
b. Taktik penyelidikan 
Taktik penyelidikan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan 
Negeri Sukoharjo pada umumnya dilakukan melalui kegiatan-
kegiatan :  
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1) Taktik Penetrasi 
Taktik penetrasi adalah melalui kegiatan penyusupan atau 
perembesan kesasaran yang hendak dituju yang besifat 
tetutup. 
2) Taktik Obserasi 
Taktik obsarvasi adalah melalui kegiatan pengamatan ke 
sasaran dan taktik ini dapat dilakukan dengan cara terbuka 
maupun dengan cara tertutup, antara lain dengan cara 
menempati pos-pos pengamatan yang bertujuan untuk 
melakukann pengamatan. Taktik observasi dapat dilihat pula 
sebagai kegiatan orientasi lapangan yang didukung oleh 
kemampuan matbar yaitu kemampuan pengamatan dan 
penggambaran.  
3) Taktik Penelitian 
Taktik penelitian adalah melalui kegiatan berkedok, 
terselubung, atau taktik under cover, yaitu dengan cara 
berpura-pura menyamar sebagai petugas peneliti dan 
memasuki tempat target operasi. 
 
c. Pendekatan 
Dalam melakukan kegiatan penyelidikan sebaiknya bertitik 
tolak pada pendekatan anlisis sasaran atau yang disingkat dengan 
(ansas), anlisis tugas disingkat (antug), dan target operasi 
disingkat (TO). Dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan agar 
mencapai hasil yang diharapkan perlu diperhatikan pendekatan 
kriminalistik SOM dan pendekatan alat bukti. Pendekatan 
kriminalistik SOM yang mempunyai arti, S (subyek) adalah 
saksi, ahli, calon tersangka; O (obyek) adalah sasaran, sarana, 
dan hasil kejahatan; serta M (modus operandi) yaitu cara yang 
dilakukan dalam pelaksanaan suatu tindak pidana. Dalam 
KUHAP yang terdapat dalam Pasal 184, pendekatan alat bukti 
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adalah saksi, saksi ahli, surat, petunjuk, dan keterangan dari 
tersangka. 
5. Pelaksanaan peran Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo dilapangan 
adalah dengan diterbitkannya Surat Perintah Operasi Intelijen 
Yustisial, diantaranya : 
a. Surat Perintah Operasional Intelijen Yustisial Nomor : 
No.PRINT.OPS.04/0.3.34/Dek.3/02/2003 dari Kepala Kejaksaan 
Negeri Sukoharjo yang bersifat rahasia, memerintahkan tim jaksa 
penyidik untuk : 
1) Melakukan Operasi Intelijen Yustisial/Penyelidikan dengan 
melakukan pengumpulan data tentang Dugaan Tindak Pidana 
Korupsi Bantuan Dana Pendidikan Untuk Dana Operasional dan 
Pembangunan Universitas Veteran Bangun Nusantara yang 
dilakukan oleh DR. EDY SURYONO, S.H., M.H. (Mantan Rektor 
Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo). 
2) Mencari bukti-bukti awal dan keterangan yang berkaitan dengan 
kasus tersebut. 
3) Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan dan 
tindakan tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo 
untuk diteruskan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pada 
kesempatan pertama. 
b. Surat Perintah Operasional Intelijen Yustisial Nomor : PRINT.OPS-
01/0.3.34/dek.3/01/2005 dari Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo 
yang bersifat rahasia, memerintahkan tim jaksa penyidik untuk : 
1) Melakukan pengumpulan data tentang dugaan adanya Tindak 
Pidana Korupsi dengan cara penggelembungan harga (mark up) 
atas pembelian sebidang tanah luas sekitar 800 m2 guna perluasan 
pasar Glondongan Kecamatan Polokarto Kab. Sukoharjo seharga 
Rp 475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang 
dilakukan oleh Kepala Dinas Pasar Kabupaten Sukoharjo. 
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2) Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan dan 
tindakan tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo pada 
kesempatan pertama. 
c. Surat Perintah Operasional Intelijen Yustisial Nomor : PRINT.OPS-
02/0.3.34/dek.3/01/2005 dari Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo 
yang bersifat rahasia, memerintahkan tim jaksa penyidik untuk : 
1) Melakukan pengumpulan data tentang dugaan adanya 
Penyelewengan Pengelolan Dana Program Pengembangan 
Kecamatan (PPK) Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo. 
2) Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan dan 
tindakan tersebut Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo 
pada kesempatan pertama. 
   
B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Intelijen Kejaksaan Negeri 
Sukoharjo dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi 
 
Dalam setiap pengungkapan suatu tindak pidana sering ditemukan suatu 
hambatan maupun permasalahan. Termasuk Intelijen Kejaksaan Negeri 
Sukoharjo dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi. Dari studi 
kasus dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik 
kesimpulan mengenai hambatan-hambatan apa yang sebenarnya terjadi dalam 
hal peranan bagi Intelijen Kejakssan Negeri Sukoharjo dalam pengungkapan 
dugaan Tindak Pidana Korupsi tersebut, hambatan-hambatan tersebut adalah   
 
1.  Hambatan dalam Aspek Yuridis : 
a. Para pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam melakukan suatu 
perbuatannya menggunakan modus operandi yang canggih, sanksi 
pidana atau hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak 
pidana korupsi masih relatif ringan tidak sebanding dengan 
perbuatan yang telah dilakukan, yaitu merugikan kepentingan 
bangsa dan negara. Ancaman hukuman pidana dalam peraturan 
perundang-undangan diterapkan lebih ringan terhadap pelaku 
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tindak pidana korupsi, bahkan pelaku tidak jarang dijatuhi vonis 
bebas dan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. 
Penjatuhan sanksi hukuman tidak membuat jera bagi pelaku tindak 
pidana korupsi.  
b. Ketentuan perundang-undangan yang dirasakan sudah tidak sesuai 
dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan tidak mendukung 
tugas dan wewenang kejaksaan dalam upaya penegakan hukum, 
hambata yuridis banyak ditemukan yaitu dalam KUHAP misalnya 
aturan dalam KUHAP tidak merinci secara khusus, aturan dalam 
KUHAP masih bersifat umum. 
 
2.  Hambatan dalam Aspek Non Yuridis 
a. Faktor Sumber Daya Manusia     
Dalam kasus dugaan korupsi ini minimnya jumlah SDM yaitu 
hanya 7 (tujuh) orang anggota seksi Intelijen Kejaksaan Negeri 
Sukoharjo yang dinilai sangatlah kurang dalam melakukan 
penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi tersebut. Disamping 
itu kemampuan sumber daya manusia dinilai juga sangat kurang 
baik dari segi Intelegensia, profesional maupun keahlian. 
Demikian pula dengan Intelijen Kejaksaan, pada umumnya 
kendala non yuridis adalah kurangnya kualitas dan profesionalisme 
SDM yang dipunyainya.  
b. Faktor Kepemimpinan 
Dilingkungan Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo yang 
mempunyai jiwa Leadership sangat jarang ditemui hal ini 
dikarenakan sistem yang ada tidak cukup kondusif untuk 
menciptakan pemimpin yang mempunyai jiwa Leadership. 
c. Faktor Terbatasnya Alokasi Dana 
 Terbatasnya anggaran dana yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan 
Negeri Sukoharjo dapat dirasakan didalam pelaksanaan 
penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi. 
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C. Cara-cara Yang Ditempuh Oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo 
Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Yang Muncul Dalam 
Peranannya Terhadap Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi 
Terhadap hambatan-hambatan yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan 
Negeri Sukoharjo dalam peranannya terhadap pengungkapan dugaan tindak 
pidana korupsi tersebut, maka cara-cara yang ditempuh untuk mengatasiya 
adalah sebagai berikut : 
1.  Aspek Yuridis 
a. Dalam peranananya terhadap pengungkapan dugaan tindak pidana 
korupsi, Kejaksaan Negeri Sukoharjo melakukan koordinasi secara 
baik dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah selain itu Kejaksaan 
Negeri sukoharjo juga melakukan tukar pendapat secara informal 
dengan para ahli hukum pidana dan tata negara apakah dalam 
pengungkapan kasus tindak pidana korupsi tersebut sudah sesuai 
dengan peraturan-peraturan hukum yang ada, dan untuk mengindari 
kesalahan dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi 
tersebut. 
 
b. Dalam hal ini Kejaksaan khususnya bagian Intelijen harus pro aktif 
melakukan fungsi Intelijen yang ada terutama penggalangan (Gal) 
dengan anggota DPR, mengingat Undang-undang adalah produk 
politik dari DPR diharapkan akan lahir produk hukum baru yang 
mendukung bagi pelaksaan tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam 
upaya penegakan hukum. Dengan lahirnya produk hukum yang baru 
pada akhirnya menempatkan KUHAP sebagai lex generalis dimana 
sebagai Hukum Acara Pidana Nasional maka KUHAP merupakan 
dasar dan pedoman umum dalam penyelenggaraan penegakan 
hukum. KUHAP sebagai perundang-undangan yang bersifat umum 
(lex generalis) mengandung pengertian bahwa setiap perundang-
undangan lain yang memuat ketentuan pidana akan menerapkan 
KUHAP dalam proses Acara Pidana. Namun karena adanya hal-hal 
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yang bersifat khusus dari setiap perundang-undangan tersebut maka 
tidak menutup kemungkinan pengaturan yang digunakan adalah 
dalam perundang-undangan lain tersebut selama tidak menyimpang 
dari KUHAP. 
 
2. Aspek Non Yuridis  
a. SDM merupakan faktor penting dalam pelaksanaan penyelidikan 
yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan, untuk itu tidak tersedianya 
SDM yang memadai tersebut harus diantisipasi sejak dini dan diatasi 
dengan cara sebagai berikut : 
1) Pola perekrutan karyawam yang ada harus transparan dan dapat  
dipertanggung jawabkan tanpa harus dengan membayar sejumlah 
uang tertentu untuk dapat diterima bekerja sebagai karyawan 
Kejaksaan. 
2) Sistem mutasi dan rolling jabatan harus benar-benar 
memperhatikan prinsip keadilan dan kualitas SDM, sudah 
menjadi rahasia umum bahwa sistem mutasi dan rolling jabatan 
yang ada sekarang tidak didasarkan pada kemampuan dan latar 
belakang pendidikan seseorang maupun prestasinya, namun lebih 
didasarkan pada kedekatan dan loyalitas seseorang dengan 
pimpinan sehingga prinsip keadilan dan profesionalisme  
menjadi terabaikan. 
3) Sistem pelatihan Intelijen Kejaksaan harus lebih ditingkatkan 
sehingga anggota Intelijen Kejaksaan mempunyai kesempatan  
yang sama untuk mengikuti pelatihan bagi peningkatan kualitas 
dan profesioanlismenya sehingga akan meningkatkan kinerja 
Intelijen Kejaksaan. 
 
b. Untuk menciptakan  pemimpin yang mempunyai jiwa Leadership di 
lingkungan Intelijen Kejaksaan maka harus selalu diciptakan suatu 
sistem persaingan yang sehat, profesional dan kompetitif, serta 
dihilangkan cara pengangkatan pemimpin yang hanya berdasarkan  
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pada kedekatan dan loyalitas seseorang dengan pimpinan sehingga 
prinsip  keadilan dan profesionalisme menjadi terabaikan.   
 c. Terbatasnya anggaran dana tersebut juga berimbas pada 
kesejahteraan karyawan yang masih rendah. Oleh karena itu 
seyogyanya pemerintah meninjau ulang struktur tunjangan yang ada 
di lingkungan Kejaksaan.   
 
 
 
 
BAB IV 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat ditarik 
kesimpulan antara lain sebagai berikut : 
1. Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo Dalam Pengungkapan 
Dugaan Tindak Pidana Korupsi 
a. Fungsi Subseksi Intelijen (Intel) Kejaksaan Negeri Sukoharjo, 
penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis dibidang intelijen, 
penegakan hukum baik preventif maupun represif untuk 
menanggualangi hambatan, tantangan, pelaksanaan kegiatan 
produksi dan sarana intelejen, pengamanan teknis terhadap 
pelaksanaan tugas dengan memeperhatikan koordinasi kerja sama 
dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah terutama 
dengan aparat intelijen. Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI 
No.Kep-552/A/JA/10/2002, Subseksi Intelijen di Kejaksaan Negeri 
Sukoharjo, memiliki tugas, pengamanan ideologi politik; 
pengawasan media massa dan barang cetakan; pengawasan orang 
asing dan cegah tangkal; ketentraman dan ketertiban umum; 
pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan; 
Pengamanan investasi dan produksi, pengamanan sumber daya; 
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Pengamanan ekonomi dan moneter, pengamanan distribusi dan 
perdagangan, dan Produksi dan sarana intelijen. 
b. Pada dasarnya proses penanganan kasus di kejaksaan dalam bidang 
pidana khusus sama halnya dengan pidana umum. Bedanya dalam 
pidana khusus kejaksaan dalam hal ini penuntut umum juga 
berwenang sebagai penyelidik dan penyidik, jadi tidak harus 
menunggu limpahan perkara dari kepolisian. Penyelidikan dari 
intelijen muncul dari informasi yang didapat dari luar temuan 
jaksa, temuan masyarakat, temuan LSM maupun temuan yang 
didapat oleh bagian intelijen sendiri. Setelah mendapat laporan 
atau ada kecurigaan telah terjadi suatu tindak pidana khususnya 
tindak pidana korupsi maka dikeluarkan surat perintah dari kepala 
kejaksaan negeri untuk melakukan penyelidikan ditempat 
mendapatkan informasi. Penyelidikan ini masih bersifat rahasia 
atau tertutup, kemudian setelah dikumpulkan data akurat yang 
cukup dari penyelidikan tertutup maka diadakan pra ekspose di 
kejaksaan sebelum menuju ke penyelidikan terbuka, apabila sudah 
cukup bukti bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi maka 
penyelidikan tersebut diserahkan pada seksi tindak pidana khusus 
untuk proses penyidikan selanjutnya.  
 
2. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Intelijen Kejaksaan Negeri 
Sukoharjo dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi 
a. Hambatan dalam Aspek Yuridis 
1) Para pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam melakukan suatu 
perbuatannya menggunakan modus operandi yang canggih, 
sanksi pidana atau hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku 
tindak pidana korupsi masih relatif ringan tidak sebanding 
dengan perbuatan yang telah dilakukan yaitu merugikan 
kepentingan bangsa dan negara. Ancaman hukuman pidana 
dalam peraturan perundang-undangan diterapkan lebih ringan 
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terhadap pelaku tindak pidana korupsi, bahkan pelaku tidak 
jarang dijatuhi vonis bebas dan tidak terbukti melakukan tindak 
pidana korupsi. Penjatuhan sanksi hukuman tidak membuat 
jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. 
2) Ketentuan perundang-undangan yang dirasakan sudah tidak 
sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan tidak 
mendukung tugas dan wewenang kejaksaan dalam upaya  
penegakan hukum, hambatan  yuridis  banyak ditemukan yaitu 
dalam KUHAP misalnya aturan dalam KUHAP masih bersifat 
umum. 
 
b. Hambatan dalam Aspek Non Yuridis 
1) Faktor Sumber Daya Manusia     
Dalam kasus dugaan korupsi ini minimnya jumlah SDM yaitu 
hanya 7 (tujuh) orang anggota seksi Intelijen Kejaksaan Negeri 
Sukoharjo yang dinilai sangatlah kurang dalam melakukan 
penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi tersebut. 
Disamping itu kemampuan sumber daya manusia dinilai juga 
sangat kurang baik dari segi intelegensia, profesional maupun 
keahlian. Demikian pula dengan Intelijen Kejaksaan, pada 
umumnya kendala non yuridis adalah kurangnya kualitas dan 
profesionalisme SDM yang dipunyainya.  
2) Faktor Kepemimpinan 
Dilingkungan Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo perlu figur 
pemimpin yang mempunyai jiwa Leadership untuk 
menciptakan pemimpin yang mempunyai jiwa Leadership. 
3) Faktor Terbatasnya Alokasi Dana 
Terbatasnya anggaran dana yang dialami oleh Intelijen 
Kejaksaan Negeri Sukoharjo dapat dirasakan didalam 
pelaksanaan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana 
korupsi. 
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3. Cara-cara Yang Ditempuh Oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo 
Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Yang Muncul Dalam 
Peranannya Terhadap Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi 
a. Aspek Yuridis 
1) Dalam peranananya terhadap pengungkapan dugaan tindak 
pidana korupsi Kejaksaan Negeri Sukoharjo melakukan 
koordinasi secara baik dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah 
selain itu Kejaksaan Negeri sukoharjo juga melakukan tukar 
pendapat secara informal dengan para ahli Hukum Pidana dan 
Hukum Tata Negara. 
2) Dalam hal ini Kejaksaan khususnya bagian Intelijen harus pro 
aktif melakukan fungsi Intelijen yang ada terutama  
Penggalanan (Gal) dengan anggota DPR,  mengingat undang-
undang adalah produk hukum dari DPR diharapkan  akan lahir 
produk hukum baru yang mendukung bagi pelaksaan tugas dan  
kewenangan Kejaksaan dalam upaya penegakan hukum. 
Dengan lahirnya produk hukum yang baru pada akhirnya 
menempatkan KUHAP sebagai lex generalis dimana sebagai 
Hukum Acara Pidana Nasional maka KUHAP merupakan 
dasar dan pedoman umum dalam penyelenggaraan penegakan 
hukum. KUHAP sebagai peraturan perundang-undangan yang 
bersifat umum (lex generalis) mengandung pengertian bahwa 
setiap perundang-undangan lain yang memuat ketentuan pidana 
akan menerapkan KUHAP dalam proses Acara Pidana. Namun 
karena adanya hal-hal yang bersifat khusus dari setiap 
perundang-undangan tersebut maka tidak menutup 
kemungkinan pengaturan acara pidana yang digunakan adalah 
dengan menggunakan peraturan perundang-undangan lain 
selama tidak menyimpang dari KUHAP. 
 
b. Aspek Non Yuridis  
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1) SDM merupakan faktor penting dalam pelaksanaan 
penyelidikan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan, untuk 
itu tidak tersedianya SDM yang memadai tersebut harus 
diantisipasi sejak dini dan diatasi dengan cara sebagai berikut : 
a) Pola perekrutan karyawam yang ada harus transparan dan 
dapat dipertanggung jawabkan, tanpa harus dengan 
membayar sejumlah uang tertentu untuk dapat diterima 
bekerja sebagai  karyawan Kejaksaan. 
b) Sistem mutasi dan rolling jabatan harus benar-benar 
memperhatikan prinsip  keadilan dan kualitas SDM, sudah 
menjadi rahasia umum bahwa sistem mutasi dan rolling 
jabatan yang ada sekarang tidak didasarkan pada 
kemampuan dan latar belakang pendidikan seseorang 
maupun prestasi kerja, namun lebih didasarkan pada 
kedekatan dan loyalitas seseorang dengan pimpinan 
sehingga prinsip keadilan dan profesionalisme  menjadi 
terabaikan. 
c) Sistem pelatihan Intelijen Kejaksaan harus lebih 
ditingkatkan sehingga anggota Intelijen Kejaksaan 
mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti 
pelatihan bagi peningkatan kualitas dan profesioanlismenya 
yang akan meningkatkan kinerja Intelijen Kejaksaan. 
2) Untuk menciptakan pemimpin yang mempunyai jiwa 
Leadership di lingkungan Kejaksaan maka harus selalu 
diciptakan suatu sistem persaingan yang sehat, profesional dan  
kompetitif, serta dihilangkan cara pengangkatan pemimpin 
yang hanya berdasarkan pada kedekatan dan loyalitas 
seseorang  dengan pimpinannya sehingga prinsip  keadilan dan 
profesionalisme menjadi terabaikan.   
 3) Terbatasnya anggaran dana tersebut juga berimbas pada 
kesejahteraan karyawan yang masih rendah oleh karena itu 
 lxxiii
sebaiknya pemerintah meninjau ulang struktur tunjangan yang 
ada di lingkungan Kejaksaan.   
 
B.  Saran-Saran 
1. Dalam peranannya dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi, 
Kejaksaan memperhatikan standar kerja, tugas, fungsi dan wewenang 
kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
dalam menyelesaikan kasus-kasus, khususnya dalam penyelesaian kasus 
tindak pidana korupsi dilaksanakan secara cepat, tepat, dan tuntas 
sehingga dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi tidak berlarut-
larut seperti yang terjadi pada saat ini.  
2. Untuk menanggulangi hambatan yang muncul hendaknya Intelijen 
Kejaksaan : 
a. Membuat prioritas apa yang seharusnya didahulukan, misalnya dalam 
pemanggilan para pihak untuk dimintai keterangan berkaitan dengan 
tindak pidana korupsi yang dapat digunakan sebagai bahan dalam 
pengungkapan kasus tindak pidana korupsi. 
b. Persiapan-persiapan kelengkapan administrasi, yaitu persiapan surat-
surat yang berkaitan dengan ijin atau persetujuan dipersiapkan terlebih 
dahulu dan koordinasi antara instansi terkait untuk memudahkan 
dalam meminta ijin maupun persetujuan, selain itu yang berkaitan 
dengan permintaan keterangan pihak-pihak yang ada sangkut pautnya 
dengan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. 
c. Membuat perkiraan awal apa yang menjadi kendala-kendala, sehingga 
dapat ditentukan langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi atau 
mengatasi kendala-kendala yang timbul. 
3. Berkaitan dengan cara-cara untuk mengatasi hambatan yang muncul hal-
hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut : 
a. Dalam kaitannya dengan faktor sumber daya manusia (SDM) 
kejaksaan dalam hal ini, seksi Intelijen Kejaksaan hendaknya 
menambah jumlah anggota dan meningkatkan profesionalisme anggota 
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seksi intelijen agar dalam penanganan tindak pidana korupsi dapat 
ditangani dengan cepat, tepat, tuntas, dan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
b. Agar para pimpinan di Kejaksaan lebih memperhatikan bagaimana 
Kejaksaan ke depan nanti dari pada mengutamakan kepentingannya 
sendiri, serta secara serius berusaha menghapus korps yang ada 
sehingga setiap Insan Adhyaksa di dalam dadanya senantiasa tertanam 
rasa cinta terhadap korps-nya.            
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